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ABSTRAK 
 
RINDA ROSHINTA, D1516084, PROSEDUR SEWA BARANG MILIK 
NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 
SURAKARTA, Tugas Akhir Program Diploma III Manajemen Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Tahun 2019, 62 Halaman. 
 
           Sewa merupakan pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan, adapun imbalannya yaitu berupa 
uang. Dan sewa merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak. 
Tujuan dari pengamatan yang dilakukan ini adalah untuk mendeskripsikan 
mengenai Prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta yang 
beralamat dijalan Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Surakarta. 
          Jenis pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 
pengamatan yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 
mendalam mengenai prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. 
         Hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang Surakarta mengenai prosedur sewa barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan meliputi 9 tahap, yaitu : penerimaan usulan 
permohonan sewa, penugasan penelitian berkas, penelitian berkas, 
penandatanganan nota dinas permohonan penilaian BMN, penyampaian laporan 
hasil penilaian BMN, penerimaan laporan hasil penilaian BMN, penyusunan nota 
dinas kepala seksi dan surat persetujuan/penolakan, penandatanganan nota  dinas 
dan paraf surat persetujuan/penolakan, penandatanganan surat persetujuan/ 
penolakan. 
Dari hasil pengamatan dapat diajukan saran yaitu di dalam web site DJKN 
diberi / diisi tentang bagaimana prosedur sewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
beserta dokumen pendukung , dan agar memaksimalkan pelayanan dilakukan 
penambahan petugas. 
 
Kata kunci : Prosedur, Persetujuan/penolakan sewa, Sebagian tanah dan/atau 
bangunan. 
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BAB 1 
Pendahuluan 
 
a. Latar Belakang Masalah 
Suatu negara pasti memiliki barang yang dibeli atau diperoleh dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara (dana APBN). Dana APBN 
merupakan dana yang berasal dari rakyat / masyarakat. Barang yang dibeli 
dari anggaran pendapatan tersebut dapat disebut barang milik negara. 
Barang milik negara dapat berupa selain tanah dan/atau bangunan maupun 
berupa tanah dan/atau bangunan. Contoh barang milik negara berupa 
selain tanah dan/atau bangunan yaitu sepeda motor, mobil, laptop, 
komputer dan sebagainya. Sedangkan contoh barang milik negara berupa 
tanah dan/atau bangunan yaitu sebuah kantor (tanah dan bangunan kantor). 
Adanya barang milik negara yang dibeli dari dana APBN membuat 
pemerintah harus mengelola barang milik negara tersebut dengan baik dan 
benar. Salah satu pengelolaan barang milik negara yaitu dengan cara sewa. 
Sewa adalah Pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan, adapun imbalannya yaitu 
berupa uang.  
Objek dari sewa salah satunya yaitu berupa sebagian tanah dan/ 
atau bangunan. Tanah dan/atau bangunan milik negara yang tidak 
dipergunakan / tidak difungsikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
dapat disewakan kepada penyewa . Dan sewa merupakan salah satu 
sumber penerimaan negara bukan pajak. Ada beberapa tujuan 
dilakukannya sewa barang milik negara. Hal ini dijelaskan pada Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dimana penyewaan 
barang milik negara dilakukan dengan tujuan: 
1 
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1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara yang  
tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Pengoptimalan pemanfaaan barang milik negara dilakukan 
agar tanah dan/atau bangunan yang tidak difungsikan dapat 
dikelola dengan baik dengan cara disewakan dan dari sewa 
tanah atau bangunan milik negara tersebut dapat menghasilkan 
keuntungan yang berupa imbalan uang yang kemudian imbalan 
tersebut diberikan kepada negara sehingga negara mendapatkan 
pemasukan sebagai kekayaan negara bukan pajak.  
 
2. Untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang. 
Untuk fasilitas yang dapat menunjang tugas dan fungsi 
instansi pengguna barang, misalnya Sebuah rumah sakit 
menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunannya, sebagian 
tanah dan/atau bangunan tersebut disewakan untuk 
pembangunan kantin dan ATM. Didirikan kantin dan ATM 
agar karyawan/ pengguna lainnya tidak perlu jauh – jauh untuk 
mencari makanan atau mengambil uang ke bank. Hal itu dapat 
mempermudah pengguna barang seperti karyawan, pasien atau 
pengguna barang lainnya, Juga dapat meningkatkan efisiensi 
bagi karyawan / pengguna barang lainnya. 
 
3. Untuk mengamankan tanah dan/atau bangunan milik negara 
dari pihak yang mempergunakannya secara tidak sah / illegal. 
Hal lain yaitu untuk mengamankan tanah dan/atau 
bangunan milik negara dari pihak yang mempergunakannya 
secara tidak sah / illegal. Mengamankan tanah dan/atau 
bangunan tersebut dari pihak lain yang memanfaatkan peluang 
untuk mempergunakan tanah dan/atau bangunan tersebut secara 
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tidak sah/ illegal seperti dipergunakan untuk membuka usaha 
(berdagang)  dan lainnya. 
Adapun lembaga / instansi yang ditugaskan untuk mengelola 
barang milik negara termasuk mengurus sewa sebagian tanah dan/ 
bangunan, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta merupakan satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN). Dan sedangkan Direktorat Jendral Kekayaan 
Negara (DJKN) itu sendiri merupakan satuan kerja dibawah Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. Maka dari itu Kantor Pelayanan Kekayaan 
dan Lelang (KPKLN) termasuk bagian dari Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Salah satu tugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan 
Lelang (KPKLN) yaitu mengelola kekayaan milik negara, salah satunya 
dengan cara pemanfaatan barang milik negara. Adapun yang termasuk 
dalam pemanfaatan barang milik negara salah satunya yaitu sewa sebagian 
tanah dan/atau bangunan.  
Untuk melakukan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan milik 
negara harus melalui beberapa prosedur. Prosedur itu penting karena 
prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar. 
Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur kerja juga memberikan 
pengawasan lebih baik tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan telah 
dilakukan. Prosedur kerja menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan 
bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat 
dikendalikan dengan baik (Maryati , 2008 : 43). Berdasarkan latar 
belakang masalah diatas penulis ingin mengamati tentang “PROSEDUR 
SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH 
DAN/ATAU BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA” 
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b. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 
merumuskan masalah yaitu : 
“Bagaimana Prosedur Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah 
Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta?” 
 
c. Tujuan Pengamatan 
1. Tujuan Operasional 
Untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam tentang Bagaimana 
Prosedur Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah 
Dan/Atau Bangunan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 
Lelang (KPKNL) Surakarta. 
2. Tujuan Fungsional 
Dapat memberikan saran yang positif bagi instansi yang mengenai 
tentang Prosedur Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah 
Dan/Atau Bangunan. 
3. Tujuan Individu 
Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Ahli Madya( A.Md.) dalam Program Studi DIII 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret. 
d. Manfaat Pengamatan 
Adapun manfaat dari pengamatan ini antara lain adalah : 
1. Bagi instansi tempat magang. 
Dapat membantu dalam melakukan pekerjaan – pekerjaan diinstansi 
tersebut. terutama dapat membantu pekerjaan di seksi pengelolaan 
kekayaan negara di KPKNL Surakarta. 
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2. Bagi individu 
Dapat mengetahui budaya kerja yang ada di instansi tersebut, 
menambah wawasan dan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah kerja 
magang, serta dapat menilai kemampuan diri sendiri dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh instansi tempat magang. 
3. Bagi Universitas (PerguruanTinggi). 
Dapat saling bekerja sama khususnya dalam hal kuliah kerja magang 
dan dapat saling memberikan informasi. 
 
 
  
 
 
 
 
BAB II 
Tinjauan Pustaka dan Metode Pengamatan 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Prosedur 
         Menurut MC. Maryati (2008: 43) “Prosedur adalah serangkaian 
dari tahapan – tahapan atau urut – urutan dari langkah – langkah yang 
saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.” 
               Adapun pengertian lain menurut Moekijat (1989: 194) “Suatu 
Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan, yang 
merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Urutan menurut waktu dari tugas –
tugas ini merupakan ciri setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur 
meliputi bagaimana, bilamana oleh siapa masing – masing tugas harus 
dilakukan.” 
               Sedangkan pengertian prosedur menurut The Liang Gie (2007: 
28)  “Prosedur adalah segenap rangkaian metode kantor yang telah 
menjadi langkah – langkah tetap dalam penyelesaian sesuatu  pekerjaan 
di bidang tata usaha biasanya oleh lebih daripada satu petugas.”  
Misalnya prosedur penerimaan dan penjawaban surat – surat yang 
masuk , yaitu mula – mula diterima oleh petugas arsip , setelah dibuka 
dan dicatat seperlunya lalu diteruskan kepada pejabat yang 
berkepentingan , kemudian diberi perintah dan petunjuk isi jawaban 
oleh pejabat tersebut , selanjutnya disiapkan jawabannya oleh juru 
korespondensi , demikian seterusnya langkah demi langkah sampai 
surat jawaban dikirim. 
         Dan pengertian prosedur menurut Winardi (1990 : 360)  “Prosedur 
adalah suatu seri langkah yang bertahap yang berkaitan satu sama lain 
yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.”
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    Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengertian dari prosedur adalah serangkaian dari tahapan – 
tahapan atau urut – urutan dari langkah – langkah yang dilakukan oleh 
lebih dari satu petugas , dan saling berkaitan satu sama lain yang 
digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
 
2. Prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Surakarta. 
Prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan merupakan suatu langkah - langkah atau tahapan 
untuk mendapatkan persetujuan dalam hal usulan permohonan sewa 
barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
Prosedur tersebut diperuntukan untuk pengguna barang. Menurut 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
57/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan sewa barang milik 
negara, Pengguna barang adalah Penjabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik negara. 
Prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal 
Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar prosedur 
operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang . Adapun Prosedur sewa barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan antara lain : 
1. Tahap penerimaan usulan permohonan sewa sebagian 
tanah dan/atau bangunan. 
2. Tahap penugasan penelitian berkas. 
3. Tahap penelitian berkas. 
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4. Tahap penandatanganan nota dinas permohonan 
penilaian barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan. 
5. Tahap penyampaian laporan hasil penilaian barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
6. Tahap penerimaan laporan hasil penilaian barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
7. Tahap penyusunan nota dinas kepala seksi dan surat 
persetujuan / penolakan. 
8. Tahap penandatanganan nota dinas dan paraf surat 
persetujuan/ penolakan. 
9. Tahap penandatanganan surat persetujuan / penolakan. 
 
B. Metode Pengamatan 
                 Metode pengamatan ini berdasarkan pendapat H. B. Sutopo 
(2002), Adapun metode yang dilakukan : 
 
1. Lokasi Pengamatan 
         Lokasi pengamatan adalah tempat yang berkaitan dengan 
sasaran atau permasalahan pengamatan juga merupakan salah satu 
jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh pengamat ( H.B. 
Sutopo 2002: 52). Dalam pengamatan ini penulis mengambil lokasi 
pengamatan di seksi pengelolaan kekayaan negara dan lelang 
(KPKNL) Surakarta yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro 
No. 141, Surakarta. 
        Alasan memilih tempat pengamatan di lokasi tersebut karena 
penulis mendapatkan ijin untuk melakukan pengamatan dilokasi 
 
 
9 
tersebut, ingin mengetahui kegiatan yang dilakukan dikantor 
tersebut , ingin memperluas wawasan serta ilmu dan dimungkinkan 
untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dan 
diperlukan sebagai bahan untuk pembuatan laporan tugas akhir 
yang penulis susun ini. 
 
2. Jenis Pengamatan 
          Jenis pengamatan yang digunakan penulis adalah 
menggunakan metode deskriptif kualitatif . Metode deskriptif 
kualitatif yaitu pengamatan yang studi kasusnya mengarah pada 
pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi 
tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di 
lapangan studinya (H. B. Sutopo 2002 : 111).  Dalam hal ini 
pengamat mendeskripsikan prosedur sewa barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Surakarta 
yang dapat di bentuk menjadi kata, gambar dan kalimat yang 
digunakan untuk pembuatan laporan tugas akhir.  
 
3. Teknik pengumpulan data 
         Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini berdasarkan 
pada teknik pengumpulan data menurut Sutopo (2002: 58 – 72) 
antara lain sebagai berikut : 
a. Wawancara 
        Sumber data yang sangat penting dalam pengamatan 
kualitatif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai 
narasumber atau informan guna memperoleh informasi atau 
keterangan – keterangan yang diperlukan oleh pengamat. Pada 
pengamatan ini penulis menggunakan wawancara terstruktur 
(wawancara mendalam) yaitu wawancara dilakukan dengan 
pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada 
 
 
10 
kedalaman informasi, guna menggali informasi yang diamati 
tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi 
dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan 
mendalam. (H. B. Sutopo 2002 : 59). Wawancara yang 
dilakukan oleh penulis yaitu dengan pegawai bagian seksi 
pengelolaan kekayaan negara. 
b. Observasi 
     Pada pengumpulan data, teknik observasi digunakan 
untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, 
tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar 
(H.B.Sutopo 2002 : 64). Pada pengamatan ini penulis 
menggunakan observasi secara langsung yaitu observasi 
berperan aktif hal itu agar mempermudah penulis memperoleh 
data yang diperlukan. Hal itu terjadi karena penulis aktif dan 
ikut serta dalam kondisi di tempat pengamatan , aktif dalam hal 
ikut membantu melaksanakan pekerjaan yang diberikan dan 
sekaligus dapat mengamati setiap pekerjaan yang dilakukan di 
kantor tempat penulis melakukan pengamatan, pengamatan ini 
dilakukan dalam jangka waktu yang singkat atau sementara 
sebagai mahasiswa kerja kuliah magang manajemen 
adminstrasi di seksi pengelolaan kekayaan negara KPKNL 
Surakarta yang dilakukan kurang lebih satu bulan. 
c. Mengkaji dokumen dan arsip 
    Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang 
sering memiliki posisi penting dalam pengamatan kualitatif 
(H.B.Sutopo 2002 : 69). Maka dari itu penulis menggunakan 
dokumen dan arsip dalam pengumpulan data. Teknik 
pengumpulan data ini dengan cara mencari dokumen – 
dokumen, buku, majalah, undang – undang maupun dokumen 
dan arsip lainnya yang ada di KPKNL Surakarta kemudian 
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memilih dokumen yang berhubungan dengan prosedur sewa 
barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
Dokumen – dokumen, buku, majalah, undang – undang 
maupun dokumen dan arsip lainnya dipergunakan sebagai 
dasar atau pedoman bagi penulis dalam pembuatan laporan 
tugas akhir yang disusun oleh penulis. Dokumen yang penulis 
pergunakan sebagai dasar atau pedoman, seperti buku profile 
KPKNL Surakarta dan Undang – Undang yang berkaitan 
dengan prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan.  
 
 
 
 
 
BAB III 
Deskrpsi Instansi 
 
A. Sejarah 
Sejarah berdirinya KPKNL Surakarta dimulai dengan dibukanya 
Kantor Pelayanan Pengurusan Piuang Negara Yogyakarta (KP3N 
Yogyakarta) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
940/KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991. KP3N Yogyakarta 
merupakan unit organisasi vertical setingkat eselon III di lingkungan 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Departemen 
Keuangan RI yang bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah V 
BUPLN Semarang yakni Kantor Lelang Negara (KLN) Yogyakarta. 
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 200, 
BUPLN diubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara 
(DJPLN). Dengan perubahan ini maka berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 445/KMK.01/2001, unit organisasi vertical setingkat 
eselon III yang menangani pengurusan piutang negara dan lelang 
digabung., KP3N dan KLN dijadikan satu ke dalam satu unit operasional 
dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). 
Pada saat itu pula di KP2NL Yogyakarta dilakukan pemekaran wilayah 
kerja untuk kabupaten/kota di wilayah eks Karisidenan Surakarta, 
sehingga berdirilah KP2NL Surakarta yang pada saat itu beralamat di 
Jalan Slamet Riyadi Nomor 6 Surakarta. 
Dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian 
Keuangan pada tahun 2006, maka pada tahun 2007 KP2NL Surakarta 
berubah menjadi KPKNL Surakarta yang beralamatkan di jalan Ki 
Mangunsarkoro Nomor 141 Surakarta, dengan tambahan fungsi pelayanan 
di seksi kekayaan negara dan penilaian. 
KPKNL Surakarta sebagai salah satu kantor operasional DKN 
bertujuan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa 
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(stakeholder) di wilayah kerja KPKNL Surakarta. Pelayanan 
tersebut dimaksudkan bagi para pengguna jasa baik dari kalangan 
masyarakat dan perbankan seperti pelayanan lelang maupun lembaga 
pemerintahan dalam hal pengelolaan kekayaan negara , pengurusan 
piutang negara dan pelayanan penilaian. Dengan adanya KPKNL 
Surakarta, diharapkan semua pelayanan diberikan kepada pengguna jasa 
dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan negara. 
 
B. Visi dan Misi DJKN 
        Sosialisasi nilai – nilai kementerian keuangan di KPKNL Surakarta 
telah beberapa kali dilaksanakan, baik oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa 
Tengah dan D.I Yogyakarta maupun kepala KPKNL Surakarta dalam 
setiap kesempatan rapat / morning call. Adapun nilai – nilai kementerian 
keuangan di KPKNL Surakarta, antara lain : 
• INTEGRITAS 
Artinya Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip 
moral. 
• PROFESIONALISME 
Artinya bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik 
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 
• SINERGI 
Artinya membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 
berkualitas. 
• PELAYANAAN 
Artinya memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat dan aman. 
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• KESEMPURNAAN 
Artinya senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang 
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 
 
        Dalam setiap pemberian layanan dan pelaksanaan tugas – tugas 
lainnya, segenap pegawai KPKNL Surakarta selain didasari oleh semangat 
nilai – nilai Kementerian Keuangan, untuk bersama – sama mewujudkan 
VISI dan MISI DJKN : 
 
Visi 
Menjadi pengelolaan kekayaan negara yang professional dan akuntabel 
untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Misi 
1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, 
efektifitas pengelolaan kekayaan negara. 
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi 
pemerintah. 
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan 
acuan dalam berbagai keperluan. 
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel. 
6. Melaksanakan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan 
kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat. 
 
C. Motto  
Melayani dengan “PASTI” 
Pemilihan Nama “Pasti” 
• Dalam KBBI 
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 Sebagai kata yang menjelaskan kata benda : 
Pasti / pasti/ ɑ  sudah tetap, tidak boleh tidak; tentu; mesti . 
 Sebagai kata kerja : 
Memastikan /me mas ti an/ v  mengatakan dengan pasti;  
menentukan;  menetapkan dengan sungguh hati. 
Pemastian /pe mas ti an/ n  proses,  cara,  perbuatan 
memastikan;  penentuan; penetapan. 
 Sebagai kata benda: 
Kepastian /ke pasti an/ n   perihal (keadaan) pasti;  
ketentuan;  ketetapan. 
 
• Sebagai akronim 
Profesional : dalam bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai di 
lingkungan KPKNL Surakarta melakukannya dengan tuntas dan 
akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab 
dan komitmen yang tinggi. 
 
Akuntabel : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta dalam penyelenggaraan pelayanan memberikan 
pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 
 
Sinergi : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan 
hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan 
karya yang bermanfaat dan berkualitas. 
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Transparan : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat 
terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 
 
Penuh Integritas : dalam berpikir, berkata, berperilaku dan 
bertindak, pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta melakukannya dengan baik dan benar serta memegang 
teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral. 
 
Melayani dengan “PASTI” 
Melayani : dalam memberikan pelayanan, pimpinan dan seluruh 
pegawai di lingkungan KPKNL Surakarta melakukan untuk 
memenuhi kepuasan  pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan 
sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman serta senantiasa 
melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan 
memberikan yang terbaik. 
 
D. Tugas dan Fungsi 
          Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta 
merupakan kantor vertical di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor : 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.01/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan  di bidang 
kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. 
         Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Surakarta 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan 
kekayaan negara; 
b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan 
pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 
c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan 
barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik 
penanggung hutang / penjamin hutang; 
d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka 
waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan 
penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data 
usulan penghapusan piutang negara; 
e. Pelaksanaan pelayanan penilaian; 
f. Pelaksanaan pelayanan lelang; 
g. Penyajian informasi di Seksi kekayaan negara, penilaian, piutang 
negara dan lelang; 
h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta 
pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang 
dan eksekusi barang jaminan; 
i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang 
atau peminjam hutang serta harta kekayaan lain; 
j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang; 
k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; 
l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hokum pengurusan 
piutang negara dan lelang; 
m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan 
hasil lelang. 
 
E. Struktur Organisasi 
         KPKNL Surakarta merupakan satu dari 6 KPKNL yang berada di 
bawah pembinaan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. 
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Yogyakarta. Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi 7 (tujuh) 
kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, yaitu : 
 
Tabel 3. 1 Wilayah kerja KPKNL 
1. Kota Surakarta 
2. Kabupaten Boyolali 
3. Kabupaten Sragen 
4. Kabupaten Karanganyar 
5. Kabupaten Sukoharjo 
6. Kabupaten Klaten 
7. Kabupaten Wonogiri 
Sumber : KPKNL Surakarta 
 
Struktur Organisasi KPKNL Surakarta 
Adapun struktur organisasi KPKNL Surakarta : 
 
Bagan 3. 1 Stuktur organisasi KPKNL Surakarta 
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 Jobdesk : 
Menurut peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang 
Organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jendral kekayaan negara, 
Tugas dari pegawai KPKNL Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
kepala kantor memilik tugas antara lain : 
• Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, 
evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang 
negara dan lelang. 
• Memberikan bimbingan teknis, supervise, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian. 
• Memberikan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara. 
• Memberikan bahan pertimbangan atas usulan penghapusan, 
keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian 
piutang negara.  
• Memberikan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 
evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang, 
• Memberikan pembinaan terhadap penilai, usaha jasa lelang, dan 
profesi pejabat lelang. 
• Melaksanakan administrasi Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. 
2. Subbagian Umum 
Subbagian Umum memiliki tugas antara lain : 
• Melaksanakan urusan kepegawaian, 
• Melakukan urusan keuangan, 
• Melakukan urusan perlengkapan, protokoler, tata usaha dan rumah 
tangga. 
• Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategic dan laporan 
akuntabilitas. 
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3. Seksi Pelayanan Kekayaan Negara 
Seksi Pelayanan Kekayaan Negara memiliki tugas antara lain : 
• Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan prosedur pengadaan, pengamanan 
pemanfaatan, status penguasaan, serta pelaksanaan penatausahaan. 
4. Seksi Pelayanan Penilaian 
Seksi Pelayanan Penilaian memiliki tugas antara lain : 
• Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, 
supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap penilai 
serta pelaksana kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, 
properti, properti khusus, dan usaha. 
5. Seksi Pelayanan Piutang Negara 
Seksi Pelayanan Piutang Negara memiliki tugas antara lain : 
• Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan piutang negara, pemberian 
bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, 
percegahan berpergian ke luar negeri, paksa badan atau 
penyelesaian piutang negara, serta bimbingan teknis pengelolaan 
barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang yang 
tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 
6. Seksi Pelayanan Lelang 
Seksi Pelayanan Lelang memiliki tugas antara lain : 
• Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 
pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan 
bimbingan terhadap usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang, 
serta pengawasan lelang. 
7. Seksi Hukum dan Informasi 
Seksi Hukum dan Informasi memiliki tugas antara lain : 
• Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan bantuan hukum dan 
bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan 
pelayanan informasi, di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang 
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negara dan lelang, serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang 
negara dan lelang. 
8. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi Kepatuhan Internal memiliki tugas antara lain : 
• Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, 
pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tidak 
lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi proses 
bisnis. 
 
F. Pengelolaan Administrasi 
KPKNL Surakarta memberikan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, 
lelang, pengurusan piutang negara dan pelayanan penilaian asset. 
Gambaran layanan yang diberikan, antara lain :  
a) Pelayanan Lelang 
1. Jenis pelayanan lelang eksekusi yang dapat dilayani di 
KPKNL Surakarta : 
a. Lelang eksekusi panitia urusan piutang negara 
b. Lelang eksekusi pengadilan negeri 
c. Lelang eksekusi pajak 
d. Lelang eksekusi harta pailit 
e. dll. 
2. Jenis pelayanan lelang non eksekusi wajib yang dapat 
dilayani di KPKNL Surakarta : 
a. Lelang non eksekusi wajib BMN/D 
b. Lelang non eksekusi wajib milik BUMN/D non persero 
c. Lelang non eksekusi wajib barang yang menjadi milik 
negara DJBC 
d. Lelang non eksekusi wajib asset tetap dan barang jaminan 
diambil alih eks bank dalam likuidasi. 
e. dll, 
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3. Jenis pelayanan lelang non eksekusi sukarela yang dapat 
dilayani di KPKNL Surakarta : 
a. Lelang barang milik swasta 
b. Lelang aset BUMN/D Persero 
c. Lelang aset bank dalam likuidasi (atas permintaan tim 
likuidasi) 
 
b) Pelayanan pengurusan piutang negara 
KPKNL Surakarta juga memberikan layanan terkait pengurusan 
piutang negara yang diserahkan kreditor/penyerah piutang. 
 
c) Pengelolaan kekayaan negara 
Layanan di seksi pengelolaan kekayaan negara meliputi : 
a.  Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau 
bangunan 
b. Persetujuan / penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau 
bangunan 
c. Rekonsiliasi SIMAK / Barang milik negara 
d. Rekomendasi penghapusan BMN 
e. Pemindahtanganan BMN 
f. Pemanfaatan BMN (Sewa, pinjam pakai, kerjasama 
pemanfaatan) 
g. Inventarisasi / sertifikasi. 
 
d) Pelayanan penilaian  
KPKNL Surakarta memberikan pelayanan penilaian dalam rangka 
mendapatkan nilai wajar untuk keperluan LKPP, nilai likuidasi 
untuk keperluan penghapusan BMN dan nilai wajar lainnya untuk 
keperluan pemanfaatan BMN.  
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G. Sarana dan Prasarana 
a. Gedung 
        Gedung Kantor KPKNL Surakarta dibangun di Jalan Kimangun 
Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dan mulai ditempati pada bulan 
Agustus tahun 2005. Gedung KPKNL Surakarta berada diatas 
sertifikat hak pakai Nomor 29 luas 2.000 𝑚2 atas nama Departemen 
Keuangan Republik Indonesia terletak di Jalan Kimangun Sarkoro 
Nomor 141 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
          Gedung kantor terdiri dari bangunan utama, gudang, mushola, 
tempat parkir motor dan mobil, rumah genset, dan gudang arsip 
          Bangunan utama seluas 2.000 𝑚2 terdiri dari 2 lantai dengan 
penggunaannya sebagai berikut :  
- Lantai 1 digunakan untuk Area Pelayanan Terpadu (APT), E-
Auction Corner, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi 
Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang dan ruang arsip serta 
dapur; 
- Lantai 2 digunakan untuk ruang Kepala Kantor, Subbagian 
Umum, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Hukum dan 
Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, ruang rapat Kepala 
Kantor, aula kecil, aula besar, gudang AK dan gudang bekas. 
         Pada tanggal 26 September 2016, KPKNL Surakarta menerima 
penyerahan sebidang tanah berikut 7 (tujuh) buah bangunan rumah 
negara eks. KPPN Surakarta dengan luas tanah kurang lebih 1.043 𝑚2 
tersebut dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 44 atas nama Departemen 
Keuangan Republik Indonesia, terletak di Jalan Melon Raya I 
Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.  
 
b. Sarana dan prasarana 
1. Area pelayanan terpadu 
Merupakan ruangan front office untuk melayani para pengguna 
layanan untuk semua jenis layanan, dengan petugas front office 
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sebanyak 3 orang, dan banyaknya petugas front office 
menyesuaikan dengan jumlah tamu. 
2. E-Auction Corner 
Digunakan untuk pelaksanaan lelang melalui internet dan ruang 
bagi pengguna jasa lelang yang memerlukan layanan konsultasi 
mengenai berbagai permasalahan pelayanan lelang. Disediakan 
tempat khusus, dimana petugas help desk akan segera menemui 
stakeholder di tempat tersebut untuk membantu dan melayani 
keperluan tersebut. 
3. Ruang tamu 
Ruangan ini berada di sisi depan area pelayanan terpadu, 
digunakan sebagai ruangan tamu. Disediakan bagi rombongan 
tamu yang akan datang dalam jumlah 6 – 10 orang. 
4. Papan informasi 
Diteras depan KPKNL Surakarta telah tersedia papan informasi 
bagi pengguna jasa yang berisi pengumuman lelang dan informasi. 
5. Ruang laktasi 
Untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap jasa yang 
masih menyusui bayi disediakan ruang laktasi. 
6. Aula 
KPKNL Surakarta memiliki 2 buah aula yang berada di lantai 2 , 
yakni : 
- aula kecil yang menyatu dengan bangunan kantor, dapat 
digunakan untuk penyelenggaraan acara lelang, rapat – rapat 
atapun morning call dengan peserta sekitar 40 orang; 
- aula besar seluas 432 𝑚2 yang selesai dibangun tanggal 04 
Desember 2013, dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara 
sosialisasi ataupun rapat – rapat degan peserta sekitar 100 
orang; 
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7. Ruang BKPN , Laporan penilaian dan arsip data BMN 
Ruangan ini berada di seksi hukum dan informasi (untuk 
menyimpan BKPN), seksi penilaian (untuk menyimpan arsip 
dokumen laporan penilaian), dan seksi pengelolaan kekayaan 
negara (untuk menyimpan arsip data BMN). 
8. Ruang arsip risalah lelang 
Minut risalah lelang disimpan di ruang minut risalah lelang yang 
berada di lantai 2. 
9. Musholla 
Bagi para pegawai ataupun tamu yang akan beribadah tersedia 
musholla yang terletak di sisi  kanan dekat dengan pintu gerbang 
masuk KPKNL Surakarta. 
10. Kendaraan bermotor 
Fasilitas kendaraan bermotor yang ada pada KPKNL Surakarta 
terdiri dari 5 kendaraan roda 4 dan 5 sepeda motor. 
 
 
 
 
 
Bab IV 
Pembahasan hasil pengamatan 
 
Prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan merupakan suatu langkah - langkah atau tahapan untuk 
mendapatkan persetujuan dalam hal usulan permohonan sewa barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. Prosedur ini diterapkan di 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta. Dan prosedur 
sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan diatur 
dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 
tentang Standar prosedur operasi (Standard Operating Procedures) Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara. Adapun Prosedur sewa barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan antara lain : 
1. Tahap penerimaan usulan permohonan sewa sebagian tanah 
dan/atau bangunan. 
2. Tahap penugasan penelitian berkas. 
3. Tahap penelitian berkas. 
4. Tahap penandatanganan nota dinas permohonan penilaian 
barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
5. Tahap penyampaian laporan hasil penilaian barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
6. Tahap penerimaan laporan hasil penilaian barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
7. Tahap penyusunan nota dinas kepala seksi dan surat 
persetujuan/penolakan
26 
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8. Tahap penandatanganan nota dinas dan paraf surat persetujuan/ 
penolakan. 
9. Tahap penandatanganan surat persetujuan / penolakan. 
        Dari beberapa penjelasan secara singkat diatas prosedur sewa barang 
milik negara berupa sebagian tanah dan / atau bangunan dapat dijelaskan 
secara detail sebagai berikut: 
 
1. Tahap penerimaan usulan permohonan sewa sebagian tanah dan/atau 
bangunan. 
      Penyewa mendapatkan informasi mengenai adanya sewa yaitu 
dengan cara penyewa menanyakan langsung ke kantor (pengguna 
barang) apakah ada bangunan yang dapat disewakan . Jika ada 
bangunan yang akan disewakan maka penyewa mengusulkan 
permohonan sewa dan pengguna barang mengurus sewa tersebut ke 
KPKNL Surakarta. Hal tersebut juga dijelaskan oleh mas koni setiawan 
bahwa: 
“Untuk informasi tentang sewa, penyewa datang langsung ke 
kantor menanyakan apakah ada bangunan yang akan disewakan 
dan jika ada penyewa meananyakan apakah bangunan tersebut 
boleh disewakan.”(22 April 2019).  
 
      Untuk bangunan yang akan disewakan tidak melalui proses lelang 
terlebih dahulu dan untuk harga sewa ditentukan oleh  KPKNL 
Surakarta. Pada hal ini mas koni setiawan juga menjelaskan  bahwa: 
“Bangunan disewakan tanpa melalui lelang. Kalau harga sewa 
nanti ditentukan oleh KPKNL.” (22 April 2019)  
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        Tahap awal melaksanakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
pengguna barang harus datang ke KPKNL Surakarta. Untuk pengguna 
barang yang ingin melaksanakan sewa sebagian tanah dan/atau 
bangunan harus membawa dokumen pendukung dan syarat – syaratnya 
lalu menemui petugas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, setelah 
itu pengguna barang menyerahkan usulan permohonan sewa sebagian 
tanah dan/atau bangunan beserta dokumen / syarat - syaratnya. 
Selanjutnya petugas menerima dokumen pendukung tersebut. Adapun 
dokumen pendukung untuk sewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
antara lain : 
a. Data usulan sewa, 
Di dalam data usulan sewa ada beberapa hal yang harus ada , 
meliputi antara lain : 
a) Dasar pertimbangan dilakukan sewa; 
b) Usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periode 
sewa; 
c) Surat usulan sewa dari calon penyewa kepada pengguna 
barang; 
d) Dan usulan besaran sewa. 
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Berikut contoh format surat usulan sewa dari pengguna 
barang : 
Gambar 4. 1 Contoh format surat usulan dari pengguna 
barang 
 
 
Gambar 4. 2 Contoh format lampiran surat permohonan 
sewa dari pengguna barang 
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Berikut contoh format surat usulan sewa dari penyewa: 
 
Gambar 4. 3 Contoh format surat usulan sewa dari 
penyewa 
 
b. Data Barang Milik Negara yang diusulkan untuk disewakan. 
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        Data barang milik negara yang diusulkan untuk 
disewakan meliputi : 
a) Foto atau gambar barang milik negara, yaitu berupa : 
1) Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau 
bangunan yang akan disewakan; 
2) Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan 
disewakan dan/atau 
b) Kuantitas Barang Milik Negara,  
yaitu berupa luas tanah dan/atau bangunan barang milik 
negara yang akan disewakan. 
c) Nilai Barang Milik Negara yang akan disewakan. 
yaitu berupa nilai tanah dan/atau bangunan barang milik 
negara yang akan disewakan. 
Berikut contoh denah tanah dan/atau bangunan : 
 
Gambar 4. 4 Contoh denah 
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c. Data calon penyewa. 
Data calon penyewa itu sendiri meliputi : 
a. Nama; 
b. Alamat; 
c. Bentuk kelembagaan; 
Adapun bentuk kelembagaannya seperti : 
1) BUMN; 
2) BUMD 
3) Swasta, meliputi : 
• Perorangan; 
• Persekutuan perdata; 
• Persekutuan firma; 
• Persekutuan komanditer; 
• Perseroan terbatas; 
• Yayasan, atau 
• Koperasi. 
4) Badan hukum lain, semisal : 
• Bank Indonesia; 
• Bank umum seperti BNI, BRI, dll 
• Lembaga penjamin simpanan. 
d. Jenis kegiatan usaha,  
Adapun jenis kegiatan usaha meliputi : 
1) Kegiatan bisnis 
Kelompok kegiatan bisnis ini diperuntukan bagi 
kegiatan yang berorientasi semata – mata mencari 
keuntungan.kelompok kegiatan ini antara lain 
seperti : 
- Perdagangan 
- Jasa 
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2) Kegiatan non bisnis 
Kelompok kegiatan non bisnis ini diperuntukan 
bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang 
atau jasa yang diberikan namun tidak semata – 
mata mencari keuntungan. Contohnya seperti : 
pelayanan kepentingan umum yang memungut 
biaya dalam jumlah  tertentu atau terdapat potensi 
keuntungan. 
3) Kegiatan sosial. 
Kelompok kegiatan sosial ini diperuntukkan bagi 
kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang 
atau jasa yang diberikan atau tidak berorientasi 
mencari keuntungan. Contohnya seperti :  
- Pelayanan umum yang tidak memungut biaya 
dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan, 
- Kegiatan sosial, 
- Kegiatan keagamaan, 
- Kegiatan kemanusiaan. 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. Fotocopy Surat Izin Usaha / Tanda Izin Usaha atau 
sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan 
usaha. 
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Berikut contoh format data calon penyewa ; 
 
Gambar 4. 5 Contoh format data calon penyewa 
 
 
d. Surat pernyataan dari pengguna barang, 
Surat pernyataan itu sendiri memuat : 
a. Pernyataan dari pengguna barang. 
Dalam pernyataan tersebut, pengguna barang 
menyatakan bahwa : 
1) Barang milik negara yang akan disewakan tidak 
sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas dan fungsi kementerian / lembaga; dan 
2) Penyewa barang milik negara tidak akan 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
kementerian / lembaga. 
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Berikut contoh format surat pernyataan dari 
pengguna barang : 
Gambar 4. 6 Contoh format surat penyataan 
 
 
b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk 
menjaga dan memelihara barang milik negara. 
Berikut contoh surat pernyataan kesediaan menjaga dan 
memelihara barang milik negara : 
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Gambar 4. 7 Contoh surat pernyataan kesediaan 
memelihara dan menjaga BMN 
 
 
Setelah petugas yang berjaga di area pelayanan terpadu menerima 
usulan permohonan dari pengguna barang beserta dokumennya maka 
petugas memberikan usulan permohonan sewa kepada bagian sekertaris 
untuk didesposisikan dan diserahkan kepada kepala kantor KPKNL 
Surakarta . Setelah diproses dibagian sekertaris, selanjutnya bagian 
sekertaris menyerahkan usulan permohonan sewa beserta deposisi dari 
kepala KPKNL Surakarta tersebut kepada kepala seksi pengelolaan 
kekayaan negara. Setelah kepala seksi pelayanan kekayaan negara 
menerima usulan permohonan sewa dengan disertai dokumen 
pendukung yang sudah didesposisi oleh kepala kantor, lalu kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara meneliti usulan permohonan sewa dan 
melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh kepala kantor 
KPKNL Surakarta yaitu untuk menindak lanjuti usulan permohonan 
sewa. 
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Penulis mengamati pada tahap ini , karena kurangnya petugas 
yang berjaga pada area pelayanan terpadu sehingga tidak ada yang 
bertugas menetap pada area pelayanan terpadu tersebut. Hal itu 
mengakibatkan area pelayanan terpadu kosong dan tamu / pengguna 
barang harus menunggu agar petugas datang terlebih dahulu. Atau 
biasanya jika tidak ada petugas yang berjaga di area pelayanan terpadu, 
tamu / pengguna barang meminta satpam untuk memanggil petugas. 
Lalu satpam akan memanggilkan petugas yang ingin ditemui oleh tamu 
/pengguna barang. Namun untuk hal penyerahan usulan permohonan 
beserta dokumennya dapat berjalan lancar, karena jika Kepala KPKNL 
Surakarta berada di kantor, pendesposisian hanya memakan waktu 
sekitar sehari saja. Namun jika kepala KPKNL Surakarta sedang 
bertugas / dinas, masih tetap berjalan lancar. Karena jika kepala kantor 
KPKNL Surakarta bertugas, beliau akan melimpahkan tugas nya 
kepada kepala seksi. Sehingga tugas kepala kantor seperti mendesposisi 
surat masuk ataupun masalah surat keluar akan di limpahkan kepada 
kepala seksi terlebih dahulu. . Untuk kepala seksi yang  bertugas 
sebagai pengganti jika kepala kantor sedang berdinas, sudah terjadwal .  
Berikut bagan tahap penerimaan usulan permohonan sewa 
sebagian tanah dan/atau bangunan.: 
 
Bagan 4. 1 Tahap penerimaan usulan permohonan sewa 
sebagian tanah dan/atau bangunan 
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2. Tahap penugasan penelitian berkas. 
Kepala seksi pengelolaan kekayaan negara menerima dan 
meneliti usulan permohonan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
yang telah didesposisikan oleh kepala kantor KPKNL Surakarta. Lalu 
setelah itu kepala seksi pengelolaan kekayaan negara melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh kepala kantor yaitu memproses usulan 
permohonan sewa lebih lanjut, dengan cara memerintahkan atau 
menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian. 
Penulis mengamati pada tahap ini, untuk penugasan kepada 
pelaksana jika kepala seksi berada di tempat, usulan permohonan sewa 
tersebut akan langsung segera diserahkan kepada pelaksana . Penulis 
mengamati bahwa kepala seksi jarang sekali melakukan dinas hingga 
berhari - hari, sehingga ketika kepala seksi menerima usulan 
permohonan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan tersebut langsung 
segera di serahkan atau dilakukan penugasan kepada pelaksana.  
Berikut bagan tahap penugasan penelitian berkas : 
 
Bagan 4. 2 Tahap  penelitian berkas 
 
 
 
3. Tahap penelitian berkas. 
 Setelah menerima tugas dari kepala seksi lalu pelaksana 
pengelolaan kekayaan negara melakukan penelitian atas kelengkapan 
persyaratan atas permintaan sewa tersebut. Lalu pelaksana melakukan 
penelitian kelengkapan persyaratan usulan  permohonan sewa dengan 
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cara mengecek atau meneliti apakah berkas yang diberikan oleh 
pengguna barang kepada petugas sudah lengkap atau belum , meneliti 
apakah berkas tersebut sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh 
pengguna barang, dan meneliti apakah isi berkas tersebut sesuai dengan 
permohonannya atau tidak. Adapun faktor penyebab usulan 
permohonan sewa dapat disetujui / ditolak karena sebagai berikut : 
a) Persyaratan 
Apabila persyaratan yang diajukan oleh pengguna 
barang lengkap maka kemungkinan pengusulan sewa dapat 
diterima karena jika persyaratan lengkap maka dapat di proses 
untuk lebih lanjutnya. 
Namun apabila persyaratan tidak lengkap, pengusulan 
/ permohonan sewa yang dilakukan oleh pengguna barang 
akan di tolak. Karena jika persyaratan tidak lengkap maka 
tidak dapat di proses ataupun di tindak lanjuti . 
b) Peruntukan. 
Maksud dari peruntukan ini adalah untuk digunakan 
menjadi apa sebagian tanah dan/atau bangunan yang akan di 
sewakan nanti. Secara umum apabila untuk hal yang tidak 
menggangu tugas dan fungsi dari kelembagaan / instansi 
tersebut maka kemungkinan besar usulan sewa bisa diterima 
atau disetujui. Semisalnya sebagian tanah dan/atau bangunan 
di bagian samping halaman depan kantor dipergunakan untuk 
ATM, hal itu diperbolehkan karena tidak mengganggu tugas 
atau fungsi dari kantor tersebut. Sebagai contoh lain bagian 
belakang kantor sebagian tanah dan/atau bangunannya akan 
disewakan dipergunakan untuk kantin, hal itu juga 
diperbolehkan jika tidak mengganggu tugas atau fungsi dari 
lembaga / kantor tersebut.  
Namun apabila sewa sebagian tanah dan/atau 
bangunan tersebut peruntukannya untuk hal yang dapat 
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mengganggu tugas dan fungsi dari lembaga / kantor tersebut, 
maka pihak KPKNL akan menolak usulan sewa tersebut. 
Sebagai contoh semisal sebagian tanah dan/atau bangunan 
yang ada di loby kantor digunakan untuk kantin, hal itu akan 
di tolak karena ada nya kantin di loby kantor akan 
mengganggu tugas dan fungsi dari lembaga /kantor tersebut. 
Selain itu juga dapat mengganggu masyarakat yang ingin 
mengurus sesuatu di kantor tersebut.  
Pada tahap penelitian berkas ini mas Koni setiawan sebagai 
subbagian seksi pengelolaan kekayaan negara juga menjelaskan bahwa 
penyebab / faktor permohonan sewa dapat disetujui / ditolak karena 
sebagai berikut: 
“Penyebab permohonan sewa ditolak / diterima itu karena 
ada 2 hal yaitu persyaratan dan peruntukan, kalau 
persyaratannya lengkap dan peruntukannya bisa diterima 
bisa diterima. Misal lobi kantor disewa untuk atm itu bisa 
diterima, tapi kalau jadi kantin tidak bisa. Secara umum 
kalau persyaratan lengkap dan peruntukannya gak aneh pasti 
diterima.” (Wawancara, 23 Agustus 2018) 
 
Berikut penjelasan mengenai 2 kemungkinan yang dilakukan 
dalam tahap ini yaitu: 
 
a. Apabila persyaratan tidak lengkap, maka: 
Apabila persyaratan atau daftar dokumen yang diajukan 
oleh pengguna barang belum lengkap maka usulan / 
permohonan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan tidak dapat 
diproses lebih lanjut. Maka dari itu pihak KPKNL Surakarta 
mengirimkan surat usulan permintaan kelengkapan berkas, agar 
pengguna barang dapat melengkapi persyaratan yang kurang. 
Dalam surat tersebut berisi pernyataan bahwa adanya 
persyaratan yang belum lengkap, maka pihak pengguna barang 
diharapkan untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap 
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tersebut agar usulan / permohonan sewa dapat diproses lebih 
lanjut. Surat usulan permintaan kelengkapan berkas dibuat oleh 
pelaksana seksi pengelolaan kekayaan negara yang selanjutnya 
diserahkan kepada kepala seksi pengelolaan kekayaan negara 
untuk di teliti terlebih dahulu, kepala seksi meneliti apakah ada 
kesalahan pada surat tersebut, seperti kesalahan dalam 
pengetikan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan kepala 
seksi memerintahkan pelaksana untuk memperbaikinya. Setelah 
surat tersebut sudah benar lalu kepala seksi pengelolaan 
kekayaan negara memaraf surat tersebut dan selanjutnya 
diserahkan kepada bagian sekretaris. Selanjutnya sekretaris akan 
memproses surat tersebut, pada bagian sekretaris surat akan di 
agenda dan diberikan lembar desposisi , setelah itu surat 
diserahkan kepada kepala KPKNL. Lalu kepala KPKNL 
Surakarta menandatangani surat usulan permintaan kelengkapan 
berkas tersebut. Setelah selesai ditandatangani oleh kepala 
KPKNL, surat tersebut diserahkan kepada kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara, selanjutnya kepala seksi 
pengeloaan kekayaan negara menugaskan pelaksana untuk 
mengamplop dan  mengirimkan surat usulan permintaan berkas 
kepada pengguna barang. 
 Pada tahap ini penulis mengamati biasanya pengguna 
barang mengalami kekurangan berkas yaitu berupa surat usulan 
/ penawaran dari penyewa. Hal itu terjadi karena kurangnya 
sosialisasi mengenai prosedur sewa sebagian tanah dan/atau 
bangunan beserta dokumen yang harus dibawa. Karena untuk 
pelaksanaan sosialisasi mengenai sewa sebagian tanah dan/atau 
bangunan hanya dilakukan jika terdapat peraturan baru yang 
mengatur sewa sebagian tanah dan/atau bangunan. Hal  ini 
dijelaskan oleh mas Koni Setiawan sebagai staff seksi 
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pengelolaan kekayaan negara dalam wawancara, antara lain 
sebagai berikut : 
“Kalau sosialisasi tentang sewa dari pihak KPKNL 
Surakarta dilakukan biasanya kalau ada peraturan baru 
aja. Sama dikirim salinan peraturan ke masing – masing 
kantor.” (Wawancara, 23 Agustus 2018) 
 
b. persyaratan sudah lengkap, maka: 
Jika persyaratan usulan permohonan sewa sudah lengkap 
maka seksi pengelolaan kekayaan negara meminta bantuan tim 
penilai untuk menentukan tarif pokok sewa. Tim penilai berasal 
dari seksi penilaian dan yang berhak untuk menentukan tarif 
pokok sewa suatu barang milik negara adalah seksi penilaian. 
Karena di seksi penilaian sudah memiliki kemampuan untuk 
menentukan nilai barang dan dalam seksi penilaian itu juga 
sudah ada pelatihannya dalam menentukan nilai barang. Untuk 
meminta bantuan tim penilai seksi pengelolaan kekayaan negara 
harus membuat nota dinas permohonan penilaian untuk 
diserahkan kepada seksi penilaian. Maka dari itu kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara menugaskan pelaksana untuk 
menyusun konsep nota dinas permohonan penilaian barang 
milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang di 
tujukan untuk seksi penilaian. Setelah pelaksana membuat 
konsep nota dinas tersebut, selanjutnya pelaksana menyerahkan 
terlebih dahulu nota dinas tersebut kepada kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara untuk di teliti terlebih dahulu. 
  Berikut bagan tahap penelitian berkas : 
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Bagan 4. 3 Tahap penelitian berkas 
 
 
4. Tahap penandatanganan nota dinas permohonan penilaian barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan. 
Nota dinas permohonan penilaian barang milik negara 
merupakan alat komunikasi antara kepala seksi pengelolaan kekayaan 
negara dengan kepala seksi penilaian, yang isi nya mengenai 
permohonan penilaian barang milik negara agar dapat menetukan tarif 
pokok sewa . Konsep nota dinas yang telah dibuat oleh pelaksana seksi 
pengelolaan kekayaan negara diserahkan kepada kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara. Lalu setelah itu kepala seksi akan 
menerima konsep nota dinas tersebut, lalu kepala seksi meneliti apakah 
ada kesalahan di dalam nota dinas tersebut seperti kesalahan 
pengetikan. Jika ada kesalahan dalam pengetikan maka pelaksana seksi 
pengelolaan kekayaan negara harus membenahi atau memperbaiki 
kesalahan tersebut jika nota dinas sudah dianggap benar maka 
selanjutnya nota dinas permohonan penilaian barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau ditandatangani oleh kepala seksi 
pengelolaan kekayaan negara lalu di serahkan kepada seksi penilaian. 
Yang selanjutnya akan diproses oleh seksi penilaian. Di seksi penilaian 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan akan dinilai 
untuk menentukan besaran tarif pokok sewa. 
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Berikut bagan tahap penandatanganan nota dinas permohonan 
penilaian barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan: 
Bagan 4. 4 Tahap penandatanganan nota dinas permohonan 
penilaian. 
 
 
 
5. Tahap penyampaian laporan hasil penilaian barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan. 
Laporan hasil penilaian barang milik negara merupakan laporan 
yang berasal dari seksi penilaian. Laporan hasil penilaian barang 
tersebut berisi tentang tarif pokok sewa yang sudah ditentukan oleh tim 
penilai (seksi penilaian) , yang nantinya besaran tarif pokok sewa yang 
berasal dari seksi penilaian akan dimasukkan ke dalam rumus besaran 
sewa . Dan besaran sewa yang sudah dihitung merupakan besaran / tarif 
yang harus dibayar oleh penyewa. Laporan hasil penilaian barang dari 
seksi penilaian diserahkan kepada kepala seksi pengelolaan kekayaan 
negara, di serahkan kepada kepala seksi pengelolaan terlebih dahulu 
karena segala hal yang berkaitan dengan seksi pengelolaan kekayaan 
negara harus diketahui terlebih dahulu oleh kepala seksi baik surat 
masuk, surat keluar ataupun hal lainnya.  
Berikut bagan tahap penyampaian laporan hasil penilaian barang 
milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan : 
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Bagan 4. 5 Tahap penyampaian laporan hasil penilaian. 
 
 
 
6. Tahap penerimaan laporan hasil penilaian barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan. 
Setelah kepala seksi pengelolaan kekayaan negara menerima 
laporan hasil penilaian barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan yang berasal dari seksi penilaian. Setelah itu kepala 
seksi pengelolaan kekayaan negara menugaskan pelaksana untuk 
menghitung besaran sewa yang harus dibayar oleh penyewa. 
Adapun formula dasar atau rumus menentukan besaran sewa 
secara ringkas : 
     
Keterangan : 
• Tarif pokok sewa : 
Untuk mencari tarif pokok sewa yang menentukan 
adalah tim penilai. Karena hanya tim penilai yang berhak 
menentukan tarif pokok sewa. Dan tim penilai berasal dari seksi 
penilaian. Apabila besar tarif pokok sewa yang diberikan oleh 
tim penilai lebih tinggi daripada besar tarif sewa yang diusulkan 
oleh penyewa maka yang digunakan adalah besar tarif pokok 
yang diberikan oleh tim penilai. Namun apabila besar tarif 
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pokok sewa yang diberikan oleh tim penilai lebih rendah dari 
besar tarif sewa yang diusulkan oleh penyewa maka yang 
digunakan adalah besar tarif sewa yang diusulkan oleh penyewa. 
• Faktor penyesuaian sewa : 
Dalam menentukan faktor penyesuaian terdapat 3 faktor 
penyesuaian sewa , yaitu antara lain : 
1. Jenis kegiatan usaha penyewa, antara lain :  
i. Bisnis, meliputi : 
 Perdagangan 
 Jasa 
 Industri 
ii. Non bisnis, meliputi : 
 Pelayanan kepentingan umum yang 
memungut biaya 
 Penyelenggaraan pendidikan nasional 
 Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai / 
fasilitas dalam rangka tugas dan fungsi. 
iii. Sosial, meliputi : 
 Pelayanan umum yang tidak memungut 
biaya dan/atau tidak terdapat potensi 
keuntungan, 
 Kegiatan sosial, 
 Kegiatan keagamaan, 
 Kegiatan kemanusiaan. 
 
2. Bentuk kelembagaan penyewa , meliputi : 
 
Tabel 4. 1 Bentuk kelembagaan. 
Kategori I Kategori II Kategori III 
- Swasta - Yayasan - Lembaga sosial 
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- BUMN - Koperasi - Lembaga 
kemanusiaan 
- BUMD - Lembaga 
pendidikan 
formal 
- Lembaga 
keagamaan 
- Badan hukum 
negara 
- Lembaga 
pendidikan 
non formal. 
- Unit penunjang 
kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerintah 
- Lembaga 
pendidikan asing 
- Lembaga/ organisasi 
internasional / asing 
- Badan hukum 
asing bentuk PT 
 
3. Periodesitas sewa : 
o Pertahun  
o Perbulan  
o Perhari  
o Perjam  
 
        Adapun rumus untuk menentukan besaran sewa secara rinci, 
sebagai berikut : 
Rumus menentukan besaran sewa : 
 
Keterangan : 
• Untuk mencari tarif pokok sewa yang menentukan adalah tim 
penilai. Karena hanya tim penilai yang berhak menentukan 
tarif pokok sewa. Dan tim penilai berasal dari seksi penilaian. 
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Apabila besar tarif pokok sewa yang diberikan oleh tim 
penilai lebih tinggi daripada besar tarif sewa yang diusulkan 
oleh penyewa maka yang digunakan adalah besar tarif pokok 
yang diberikan oleh tim penilai. Namun apabila besar tariff 
pokok sewa yang diberikan oleh tim penilai lebih rendah dari 
besar tarif sewa yang diusulkan oleh penyewa maka yang 
digunakan adalah besar tarif sewa yang diusulkan oleh 
penyewa. 
• Untuk mencari faktor penyesuaian sewa harus sesuai dengan 
table dibawah ini : 
 
a. Faktor penyesuaian sewa untuk sewa pertahun. 
 
Tabel 4. 2 Faktor penyesuaian sewa untuk sewa pertahun. 
Kategori Bentuk kelembagaan Bisnis Nonbisnis Sosial 
Kategori I -Swasta 100% 50% 10% 
-BUMN/D 
-Badan hukum negara 
- Lembaga pendidikan 
asing 
-Badan hukum asing bentuk 
PT 
Kategori II -Yayasan 100% 40% 5% 
-Koperasi 
-Lembaga pendidikan formal 
/non formal 
Kategori III -Lembaga sosial 100% 30% 5% 
-Lembaga kemanusiaan 
-Lembaga keagamaan 
-Unit penunjang kegiatan 
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penyelenggaraan 
pemerintah 
-Lembaga/organisasi 
internasional/asing 
 
Contoh untuk perhitungan sewa pertahun : 
Semisal Koperasi “x” ingin menyewa sebagian tanah 
dan/atau bangunan milik dinas  “y” untuk membuka 
sebuah koperasi di Dinas “y” tersebut. Koperasi “x” 
menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan tersbut guna 
untuk berdagang dan ingin menyewa selam 1 tahun 
dengan besaran penawaran sewa yang diusulkan sebesar 
Rp 6.000.000,00 pertahun. Dan untuk hasil tarif pokok 
sewa yang diberikan oleh tim penilai sebesar Rp 
7.000.000,00. 
Maka cara perhitungan nya : 
• Untuk tarif  pokok sewa yang digunakan adalah 
milik tim penilai karena nilainya lebih tinggi yaitu 
sebesar Rp 7.000.000,00 
• Untuk faktor penyesuaian, karena bentuk 
kelembagaan penyewa adalah koperasi yang masuk 
ke dalam kategori II , dan jenis kegiatannya adalah 
bisnin maka besaran faktor penyesuaian sewa yang 
ditentukan sebesar 100%. 
maka hasilnya: 
     Besaran sewa = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa 
      = Rp 7.000.000 x 100% 
      = Rp 7.000.000,00 
 Jadi besaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa 
sebesar Rp. 7.000.000,00 
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b. Faktor penyesuaian sewa untuk sewa perbulan 
 
Tabel 4. 3 Faktor penyesuaian sewa untuk sewa perbulan. 
Kategori Bentuk kelembagaan Bisnis Nonbisnis Sosial 
Kategori I        -Swasta 130% 80% 40% 
     -BUMN/D 
-Badan hukum negara 
- Lembaga pendidikan 
asing 
-Badan hukum asing 
bentuk PT 
Kategori II       -Yayasan 130% 70% 35% 
      -Koperasi 
-Lembaga pendidikan 
formal/non formal 
Kategori III       -Lembaga sosial 130% 60% 35% 
-Lembaga kemanusiaan 
     -Lembaga keagamaan 
     -Unit penunjang kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerintah 
     -Lembaga/organisasi 
internasional/asing 
 
 
Contoh untuk perhitungan sewa perbulan : 
Semisal Koperasi “x” ingin menyewa sebagian tanah 
dan/atau bangunan milik dinas  “y” untuk membuka 
sebuah koperasi di Dinas “y” tersebut. Koperasi “x” 
menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan tersbut guna 
untuk berdagang dan ingin menyewa selam 1 bulan 
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dengan besaran penawaran sewa yang diusulkan sebesar 
Rp 1.000.000,00 perbulan. Dan untuk hasil tarif pokok 
sewa yang diberikan oleh tim penilai sebesar Rp 
900.000,00. 
Maka cara perhitungan nya : 
• Untuk tarif  pokok sewa yang digunakan adalah 
milik penyewa (usulan dari penyewa ) karena 
nilainya lebih tinggi yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 
• Untuk faktor penyesuaian, karena bentuk 
kelembagaan penyewa adalah koperasi yang masuk 
ke dalam kategori II , dan jenis kegiatannya adalah 
bisnin maka besaran faktor penyesuaian sewa yang 
ditentukan sebesar 130%. 
 
maka hasilnya: 
      Besaran sewa = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa 
      = Rp 1.000.000 x 130% 
      = Rp 1.300.000,00 
 Jadi besaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa 
sebesar Rp. 1.300.000,00 
 
c. Faktor penyesuaian sewa untuk sewa perhari : 
 
Tabel 4. 4  Faktor penyesuaian sewa untuk sewa 
perhari. 
Kategori Bentuk kelembagaan Bisnis Nonbisnis Sosial 
Kategori I -Swasta 160% 110% 70% 
      -BUMN/D 
- Badan hukum negara 
- Lembaga pendidikan 
asing 
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- Badan hukum asing 
bentuk PT 
Kategori II       -Yayasan 160% 100% 65% 
      -Koperasi 
-  Lembaga pendidikan 
formal /non formal 
  Kategori III      -Lembaga sosial 160% 90% 65% 
- Lembaga kemanusiaan 
- Lembaga keagamaan 
- Unit penunjang kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerintah 
-  Lembaga/organisasi 
internasional/asing 
 
Contoh untuk perhitungan sewa perhari : 
Semisal Lembaga sosial “x” ingin menyewa sebagian 
tanah dan/atau bangunan milik dinas  “y” untuk 
membuka sebuah stand di Dinas “y” tersebut. Lembaga 
sosial “x” menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
tersbut guna untuk kegiatan kemanusiaan dan ingin 
menyewa selam 1 hari dengan besaran penawaran sewa 
yang diusulkan sebesar Rp 60.000,00 perhari. Dan untuk 
hasil tarif pokok sewa yang diberikan oleh tim penilai 
sebesar Rp 65.000,00. 
Maka cara perhitungan nya : 
• Untuk tarif  pokok sewa yang digunakan adalah 
milik tim penilai karena nilainya lebih tinggi yaitu 
sebesar Rp 65.000,00 
• Untuk faktor penyesuaian, karena bentuk 
kelembagaan penyewa adalah lembaga sosial yang 
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masuk ke dalam kategori III , dan jenis 
kegiatannya adalah Sosial maka besaran faktor 
penyesuaian sewa yang ditentukan sebesar 65%. 
 
maka hasilnya: 
      Besaran sewa = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa 
      = Rp 65.000 x 65% 
      = Rp 42.250,00 
 Jadi besaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa 
sebesar Rp. 42.250,00 
 
d. Faktor penyesuaian sewa untuk sewa perjam : 
 
Tabel 4. 5  Faktor penyesuaian sewa untuk sewa perjam. 
Kategori Bentuk kelembagaan Bisnis Nonbisnis Sosial 
Kategori I -Swasta 190% 140% 100% 
- BUMN/D 
- Badan hukum negara 
- Lembaga pendidikan 
asing 
- Badan hukum asing 
bentuk PT 
Kategori II - Yayasan 190% 130% 95% 
- Koperasi 
- Lembaga pendidikan 
formal/non formal 
Kategori III - Lembaga sosial 190% 120% 95% 
- Lembaga 
kemanusiaan 
- Lembaga keagamaan 
- Unit penunjang 
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kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerintah 
- Lembaga/organisasi 
internasional/asing 
 
 Contoh untuk perhitungan sewa perjam : 
Semisal Lembaga sosial “x” ingin menyewa sebagian 
tanah dan/atau bangunan milik dinas  “y” untuk 
membuka sebuah stand di Dinas “y” tersebut. Lembaga 
sosial “x” menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan 
tersbut guna untuk kegiatan kemanusiaan dan ingin 
menyewa selam 1 jam dengan besaran penawaran sewa 
yang diusulkan sebesar Rp 30.000,00 perjam. Dan untuk 
hasil tarif pokok sewa yang diberikan oleh tim penilai 
sebesar Rp 35.000,00. 
Maka cara perhitungan nya : 
• Untuk tarif  pokok sewa yang digunakan adalah 
milik tim penilai karena nilainya lebih tinggi yaitu 
sebesar Rp 35.000,00 
• Untuk faktor penyesuaian, karena bentuk 
kelembagaan penyewa adalah lembaga sosial yang 
masuk ke dalam kategori III , dan jenis 
kegiatannya adalah Sosial maka besaran faktor 
penyesuaian sewa yang ditentukan sebesar 95%. 
 
maka hasilnya: 
     Besaran sewa = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa 
      = Rp 35.000 x 95% 
      = Rp 33.250,00 
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 Jadi besaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa 
sebesar Rp. 33.250,00. 
 
Setelah pelaksana menghitung besaran sewa yang harus dibayar 
oleh penyewa, selanjutnya pelaksana menyusun konsep surat 
persetujuan / penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan,  dan juga menyusun konsep nota dinas kepala 
seksi. Berikut bagan tahap penerimaan laporan hasil penilaian barang 
milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan : 
 
Bagan 4. 6 Tahap penerimaan laporan hasil penilaian. 
 
 
 
7. Tahap penyusunan nota dinas kepala seksi dan surat persetujuan / 
penolakan. 
 Setelah pelaksana seksi pengelolaan kekayaan negara menerima 
tugas dari kepala seksi pengelolaan kekayaan negara, maka pelaksana 
melaksanakan tugasnya yaitu membuat atau menyusun konsep surat 
persetujuan / penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian 
tanah dan/atau bangunan dan menyusun konsep nota dinas , apabila 
usulan sewa disetujui maka pelaksana seksi pengelolaan kekayaan 
negara membuat konsep surat persetujuan, namun apabila usulan 
ditolak maka pelaksana membuat konsep surat penolakan. Selain 
membuat konsep surat persetujuan / penolakan pelaksana juga 
menyusun konsep nota dinas kepala seksi. Nota dinas kepala seksi ini 
merupakan alat komunikasi antara kepala seksi dengan kepala kantor. 
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Setelah menyusun konsep nota dinas serta menyusun surat persetujuan / 
penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan lalu pelaksana seksi pengelolaan kekayaan negara 
menyerahkan kepada kepala seksi pengelolaan kekayaan negara, yang 
nantinya kepala seksi pengelolaan kekayaan negara akan meneliti nota 
dinas dan surat tersebut. 
 
Adapun didalam surat persetujuan sekurang – kurangnya meliputi: 
1. Data BMN yang akan di sewakan. 
Data barang milik Negara yang diusulkan untuk 
disewakan meliputi: 
a) Foto atau gambar barang milik negara, yaitu berupa: 
• Gambar lokasi dan / atau site plan tanah 
dan/atau bangunan yang akan disewakan; 
• Foto bangunan dan bagian bangunan yang 
akan disewakan dan/atau 
b) Kuantitas Barang Milik Negara, 
    Yaitu berupa luas tanah dan/atau bangunan 
barang milik Negara yang akan disewakan. 
c) Nilai Barang Milik Negara yang akan disewakan. 
  Yaitu berupa nilai tanah dan/atau bangunan 
barang milik Negara yang akan disewakan. 
 
2. Data penyewa 
Data calon penyewa itu sendiri meliputi: 
a. Nama; 
b. Alamat; 
c. Bentuk kelembagaan; 
Adapun bentuk kelembagaannya seperti: 
a) BUMN; 
b) BUMD 
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c) Swasta, meliputi: 
 Perorangan; 
 Persekutuan perdata; 
 Persekutuan firma; 
 Persekutuan komanditer; 
 Perseroan terbatas; 
 Yayasan, atau 
 Koperasi. 
d) Badan hukum lain, semisal: 
- Bank Indonesia; 
- Bank umum seperti BNI, BRI, dll 
- Lembaga penjamin simpanan. 
e) Jenis kegiatan usaha, 
Adapun jenis kegiatan usaha meliputi: 
a.) Kegiatan bisnis 
b.) Kegiatan non bisnis 
c.) Kegiatan sosial. 
d.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
e.) Fotocopy Surat Izin Usaha / Tanda Izin Usaha atau 
sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan 
usaha. 
 
3. Data sewa, antara lain : 
   a. Besaran sewa 
   b. Jangka waktu sewa 
 
Dan adapun isi dalam surat penolakan, sekurang - kurangnya 
memuat: 
• Pernyataan bahwa usulan sebagian tanah dan/atau 
bangunan ditolak. 
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• Alasan mengapa usulan sebagian tanah dan/atau 
bangunan ditolak.  
 
Berikut bagan tahap penyusunan nota dinas kepala seksi dan surat 
persetujuan / penolakan: 
 
Bagan 4. 7 Tahap penyusunan nota dinas & surat 
persetujuan/penolakan. 
 
 
8. Tahap penandatanganan nota dinas dan paraf surat persetujuan / 
penolakan. 
Selanjutnya pelaksana menyerahkan konsep nota dinas kepala 
seksi dan konsep surat persetujuan / penolakan sewa barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada kepala seksi. 
Lalu kepala seksi pengelolaan kekayaan negara akan meneliti konsep 
nota dinas dan surat persetujuan / penolakan tersebut, meneliti apakah 
ada kesalahan dalam isi nota dinas dan surat persetujuan / penolakan 
tersebut, semisal kesalahan dalam pengetikan. Jika ada kesalahan dalam 
pengetikan maka pelaksana harus memperbaikinya. Setelah nota dinas 
dan surat persetujuan /  penolakan tersebut sudah dianggap benar lalu 
kepala seksi pengelolaan kekayaan negara menandatangani nota dinas 
kepala seksi dan memaraf konsep surat persetujuan / penolakan sewa 
barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan lalu 
setelah menandatangani dan memaraf , nota dinas dan surat tersebut 
disampaikan / diserahkan kepada kepala KPKNL Surakarta. Kepala 
seksi pengelolaan kekayaan negara tidak menandatangani surat 
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persetujuan / penolakan karena yang berhak menandatangani adalah 
kepala KPKNL Surakarta.  
Berikut bagan tahap penandatanganan nota dinas dan paraf surat 
persetujuan / penolakan: 
 
Bagan 4. 8 Tahap penandatanganan nota dinas & paraf surat 
persetujuan/penolakan. 
 
 
9. Tahap penandatanganan surat persetujuan / penolakan. 
Nota dinas yang sudah ditandatangani dan surat persetujuan / 
penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan yang sudah di paraf oleh kepala seksi pengelolaan kekayaan 
negara di serahkan kepada bagian sekretaris setelah itu sekretaris 
menyerahkan nota dinas dan surat persetujuan / penolakan tersebut 
kepada kepala KPKNL Surakarta. Lalu kepala KPKNL Surakarta akan 
meneliti surat tersebut terlebih dahulu. Setelah nota dinas dan surat 
persetujuan / penolakan sudah dianggap benar lalu kepala KPKLN 
menandatangani surat persetujuan / penolakan sewa tersebut. Untuk 
selanjutnya surat persetujuan / penolakan tersebut di kembalikan lagi 
kepada seksi pengelolaan kekayaan negara, dan seksi pengelolaan 
kekayaan negara akan mengirimkan surat persetujuan/ penolakan 
tersebut kepada pengguna barang. Lalu pengguna barang akan 
menyerahkan surat persetujuan / penolakan tersebut kepada penyewa. 
Keputusan selanjutnya diserahkan kepada penyewa apakah penyewa 
memilih akan menyewa atau tidak , dengan ketentuan besaran nilai 
sewa / tarif sewa yang sudah di tentukan oleh pengelola . Apabila 
penyewa bersedia lanjut untuk menyewa sebagian tanah dan/atau 
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bangunan milik negara maka penyewa harus menyetorkan sejumlah 
uang yang sudah ditentukan pada besaran sewa, uang tersebut di 
setorkan rekening kas umum negara. Untuk nomor rekening kas umum 
negara sudah tercantum dalam surat persetujuan. Dan ketika penyewa 
sudah membayar uang sewa tersebut penyewa atau pengguna barang 
harus mengkonfirmasi kepada pihak KPKNL Surakarta dengan 
membawa fotocopyan bukti pembayaran. 
Berikut bagan tahap penandatanganan surat persetujuan / 
penolakan : 
 
Bagan 4. 9 Tahap penandatanganan surat 
persetujuan/penolakan. 
 
 
 
 
Bab V 
Penutup 
 
A. Kesimpulan 
         Dari hasil pembahasan , penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa prosedur sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan antara lain meliputi :  
1. Tahap penerimaan usulan permohonan sewa sebagian tanah dan/ 
atau bangunan.  
          Pada tahap awal ini kepala KPKNL menerima usulan 
permohonan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan dari pengguna barang dengan disertai dokumen 
pendukung dan mendisposisikan kepada kepala seksi untuk 
melakukan penelitian kelayakan barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan. 
2. Tahap penugasan penelitian berkas.  
        Untuk tahap selanjutnya kepala seksi menerima dan  meneliti 
deposisi dari kepala kantor lalu menugaskan pelaksana untuk 
melakukan penelitian kelengkapan persyaratan usulan permintaan – 
permintaan sewa. 
3. Tahap penelitian berkas.  
          Setelah ditugaskan oleh kepala seksi  lalu pelaksana, 
mempelajari dan melakukan penelitian atas kelengkapan 
persyaratan atas permintaan sewa tersebut,  
4. Tahap penandatanganan nota dinas permohonan penilaian barang 
milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.  
         Setelah tahap penelitian berkas selesai dan pelaksana 
membuat nota dinas permohonan penilaian barang milik negara 
lalu diserahkan kepada kepala  seksi. Setelah itu kepala seksi 
menerima, meneliti, dan menandatangani nota dinas permohoman. 
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penilaian barang milik negara dan menyampaikannya kepada 
kepala seksi pelayanan penilaian. 
5. Tahap penyampaian laporan hasil penilaian barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.   
         Setelah seksi penilaian sudah melakukan penilaian, maka 
kepala seksi pelayanan penilaian menyampaikan laporan hasil 
penilaian barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan kepada kepala seksi pengelolaan kekayaan negara. 
6. Tahap penerimaan laporan hasil penilaian barang milik negara 
berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.   
          Pada tahap ini kepala seksi pengelolaan kekayaan negara 
menerima laporan hasil penilaian barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan dan menugaskan pelaksana 
untuk menyusun konsep surat persetujuan penolakan sewa barang 
milik negara dan konsep nota dinas kepala seksi. 
7. Tahap penyusunan nota dinas kepala seksi dan surat persetujuan / 
penolakan.  
          Setelah mendapat tugas dari kepala seksi lalu pelaksana 
menyusun konsep nota dinas dan konsep surat persetujuan 
penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan dan menyampaikannya kepada kepala seksi. 
8. Tahap penandatanganan nota dinas dan paraf surat persetujuan/ 
penolakan.  
         Setelah nota dinas dan surat persetujuan / penolakan sudah di 
suaun. Lalu kepala seksi menerima, meneliti dan menandatangani 
nota dinas serta memaraf konsep surat persetujuan penolakan sewa 
barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan 
menyampaikannya kepada kepala KPKNL Surakarta. 
9. Tahap penandatanganan surat persetujuan / pemberitahuan 
penolakan. 
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        Untuk tahap terakhir kepala KPKNL Surakarta menerima, 
meneliti nota dinas dan menandatangani surat persetujuan / 
penolakan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan dan menyampaikannya kepada pengguna 
barang. 
 
 
B. Saran 
 Setelah penulis melakukan pengamatan, terdapat beberapa saran 
yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi 
masalah yang timbul dalam prosedur barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan. Adapun saran – saran tersebut 
yaitu: 
a. Untuk mempermudah pengguna barang dalam hal melakukan 
usulan permohonan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan, 
sebaiknya di dalam web site Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(www.djkn.kemenkeu.go.id) , di beri / di isi tentang bagaimana 
prosedur sewa sebagian tanah dan/atau bangunan beserta dokumen 
pendukungnya.  
b. Sebaiknya pada bagian area pelayanan terpadu ditempatkan 1 
petugas yang menetap, dapat juga dilakukan dengan cara 
penambahan petugas. Hal tersebut dilakukan agar dapat 
memaksimalkan pelayanan bagi tamu / pengguna barang. 
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Undang – Undang : 
Keputusan Jenderal Kekayaan negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar 
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang 
 
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 57/PMK.06/2016 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara 
 
1. Bagaimana tahapan sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 
di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Surakarta? 
2.  Apa Undang - undang / peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan sewa barang milik 
negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan? 
3. Apa saja syarat untuk mengajukan usulan permohonan sewa barang milik negara berupa 
sebagian tanah dan/atau bangunan? 
4. Bagaimana penjelasan sebab sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau 
bangunan dapat di setujui / ditolak? 
5. Bagaimana penjelasan mengenai tahap penelitian? 
6. Bagaimana perhitungan rumusan besaran sewa? 
 
KOP 
Nomor.    : 
Lampiran : Satu berkas 
Hal.           : permohonan/usulan sewa BMN 
 
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang tata cara 
pelaksanaan sewa BMN dan ...................(bila ada peraturan intern kementerian masing-masing yang 
mengatur tentang sewa BMN)...................................,  
bersama ini kami mengajukan usulan sewa BMN pada satuan kerja ........................, berupa .....(tanah 
dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan).............., seluas .............m2, yang akan 
digunakan sebagai .....(jenis usaha)............., selama ......................... tahun. Pertimbangan kami dalam 
mengajukan sewa BMN adalah pelaksanaan sewa BMN tidak mengganggu tugas dan fungsi satuan kerja 
dan dapat menghasilkan PNBP. 
*) apabila terdapat beberapa bidang tanah yang akan disewakan maka dapat diganti : 
bersama ini kami mengajukan usulan sewa BMN pada satuan kerja ........................, sebagaimana 
terlampir. Pertimbangan kami dalam mengajukan sewa BMN adalah pelaksanaan sewa BMN tidak 
mengganggu tugas dan fungsi satuan kerja dan dapat menghasilkan PNBP. 
Adapun sebagai bahan pertimbangan penetapan persetujuan sewa BMN, kami lampirkan dokumen 
persyaratan sewa sebagai berikut:  
1. surat usulan sewa dari pihak ketiga kepada satker *) 
2. identitas calon penyewa *) 
3. surat pernyataan akan memelihara dan merawat bmn yg disewa *) 
4. denah tanah/bangunan yg diajukan sewa 
5. Foto BMN dan fotokopi dokumen kepemilikan (sertipikat / IMB) 
6. surat pernyataan pelaksanaan sewa BMN tidak mengganggu tusi dan BMN tidak sedang 
digunakan untuk tusi. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
       Pejabat yg berwenang/Kepala Satker 
 
 
       ................ 
       NIP. ............. 
 
 
 
*) untuk calon penyewa dengan periodesitas sewa per bulan atau per tahun   
Lampiran usulan sewa 
No
. 
Kode 
BMN 
Nama 
BMN 
Lokasi Luas 
Disew
a 
Periodesita
s sewa 
Jangk
a 
waktu 
sewa 
Nilai 
usulan 
sewa 
Calon 
Penye
wa 
Peruntu
kan/Jeni
s Usaha 
1 20101010
1 
Tanah..
. 
Jalan..
. 
20 m2 
tahunan 
1 
tahun 
1.000.000 Jarwo Kantin 
2. 40101010
101 
Bangu
nan. 
Jalan..
. 
20 m2 
 
        Kepala Satker 
 
        ............. 
        NIP. ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Yth. Kepala Satker 
Di tempat 
 
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk menyewa tanah / (tanah dan 
bangunan)/bangunan dsb , , yang akan kami pergunakan untuk ......, selama .... tahun, 
dengan pengajuan harga sewa per tahun sebesar Rp ..... 
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih 
 
        ................., ...................... 
        Calon Penyewa 
        ttd 
        Nama Calon Penyewa 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTITAS CALON PENYEWA 
 
Data Calon Penyewa (disesuaikan) 
Nama / Nama Koperasi / Nama Yayasan / Nama Badan Usaha : 
Umur (bila perseorangan)      : 
Jenis Kelamin (bila perseorangan)     : 
Alamat        : 
NPWP        : 
Bentuk Kelembagaan (bila koperasi/yayasan/perusahaan)  : 
Jenis Kegiatan Usaha       : 
 
 
dilampiri : 
FOTOKOPI KTP / SIM / IDENTITAS LAINNYA YANG SAH dan NPWP bila punya, untuk calon penyewa 
Perorangan 
 
FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN / SEJENIS dan NPWP, untuk calon penyewa Koperasi / Yayasan 
 
SURAT IJIN USAHA / SIUP dan NPWP, untuk calon penyewa Perusahaan  
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Surat pernyataan bersedia menjaga BMN 
 
Yth. Kepala Satker 
Di tempat 
 
Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama  : 
Umur  : 
Alamat  : 
Menyatakan bersedia menjaga dan memelihara BMN yang akan kami sewa, serta menaati peraturan 
dan ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa. Surat pernyataan ini kami buat dengan penuh 
kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih 
 
        ................., ...................... 
        Calon Penyewa 
        ttd 
        Nama Calon Penyewa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contoh denah lokasi sederhana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANGUNAN KANTOR Lokasi 
BMN yang 
disewa 
(untuk 
Kantin) 
MUSHOLA 
JALAN SLAMET RIYADI 
pintu gerbang 
Contoh Surat pernyataan pelaksanaan sewa BMN tidak mengganggu tusi dan BMN tidak sedang 
digunakan untuk tusi 
 
KOP 
Surat pernyataan 
 
Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini : 
Nama  : 
NIP  : 
Jabatan  : 
Menyatakan bahwa pelaksanaan pemanfaatan / sewa BMN tidak mengganggu tugas dan fungsi Satker, 
BMN yang disewakan tidak sedang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Satker dan akan 
menghasilkan penerimaan negara berupa PNBP apabila disewakan. 
Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
        ................., ...................... 
        Kepala Satker 
         
        ttd 
        Nama Kepala Satker 
        NIP ............ 
 
 
 
 
 
 
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESlA 
SALIN AN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 57 /PMK. 06/20 1 6  
TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA 
Menimbang 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Barang 
Milik Negara dalam bentuk sewa, telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. 06/20 12 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 174/PMK. 06/20 13; 
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 20 1 4  ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
78/PMK. 06/20 1 4  tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan Barang Milik Negara, serta menyikapi 
perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara, perlu 
ditinjau kembali ketentuan Sewa Barang Milik Negara 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 33/PMK. 06/20 12 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK. 06/20 13; 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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Menetapkan 
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; 
1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 1 4  tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 1 5  tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 1 5  Nomor 5 1 ); 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/20 14 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 
Milik Negara; 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 64/PMK. 06/20 1 4  
tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara 
Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur; 
MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 
Pengertian 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1 .  Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 
serta melakukan pengelolaan BMN. 
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMN. 
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. 
5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut 
Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian/ Lembaga dan/ a tau optimalisasi BMN 
dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
8. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 
tunai. 
9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN 
pada saat tertentu. 
10. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara 
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
11. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima 
atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara 
pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk 
melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian. 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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12. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga 
Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/ atau 
membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/ atau 
badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha 
untuk memperoleh keuntungan. 
1 3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat 
BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
1 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang­
seorang a tau badan hukum Koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 
atas asas kekeluargaan. 
1 5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
1 6  . . Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar 
Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 
1 7. Lembaga Sosial adalah orgamsas1 sosial a tau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. 
18. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang 
bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan 
beragama. 
19. Lembaga Sosial Kemanusiaan adalah Lembaga Sosial 
yang bergerak di bidang kemanusiaan. 
20. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ 
Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri 
di lingkungan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan 
pemerin tahan / negara. 
2 1 . Direktur J enderal adalah Direktur J enderal di lingkungan 
Kernen terian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 
( 1 ) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan BMN. 
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya 
penyewaan BMN yang tertib, terarah, adil dan akuntabel 
guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, 
dan optimal. 
Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 
Pasal 3 
( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan 
Sewa atas BMN yang berada pada Pengelola Barang atau 
pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 
(2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi: 
a. subjek pelaksana Sewa; 
b. objek Sewa; 
c. jangka waktu Sewa; 
d. besaran Sewa; 
e. tata cara pelaksanaan Sewa; 
f. pengamanan dan pemeliharaan obj ek Sewa; 
g. penatausahaan; 
h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sewa; dan 
L gan ti rugi dan denda. 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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Bagian Keempat 
Prinsip Umum 
Pasal 4 
( 1 )  Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan: 
a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang 
belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; 
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna 
Barang; dan/ atau 
c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara 
tidak sah. 
(2) Penyewaan BMN dilakukan sepanJang tidak merugikan 
negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
(3) Penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMN kepada 
pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pengelola Barang. 
(4) Penyewaan kembali BMN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam hal sesuai dengan: 
a. permohonan Pengguna Barang, termasuk maksud 
dan tujuan penyewaan; 
b. peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 
Bagian Kelima 
Pihak Pelaksana Sewa 
Pasal 5 
( 1 )  Pihak yang dapat menyewakan BMN: 
a. . Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, dengan persetujuan dari 
Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengguna Barang. 
(2) Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi: 
a. BUMN; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
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Penunjang Kegiatan 
Pemerintahan/Negara; atau 
e. badan hukum lainnya. 
Penyelenggaraan 
(3) Pemerintah Daerah dapat diperlakukan sebagai penyewa 
sepanjang BMN yang disewa digunakan tidak untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. 
(4) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
(5) 
an tara lain: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
Unit 
perorangan; 
Persekutuan Perdata; 
Persekutuan Firma; 
Persekutuan Komanditer; 
Perseroan Terbatas; 
yayasan; atau 
Koperasi. 
Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemerin tahan /Negara se bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d, meliputi: 
a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/ 
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 
b. persatuan/ perhimpunan istri Pegawai Negeri 
Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; atau 
c. unit penunjang kegiatan lainnya. 
(6) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e, antara lain: 
a. Bank Indonesia; 
b. Lembaga Penjamin Simpanan; 
c. badan hukum yang dimiliki Negara; 
d. badan hukum internasional/ asing, termasuk badan 
hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas 
berdasarkan hukum Indonesia; 
e. lembaga/ organisasi internasional/ asing; atau 
f. lembaga pendidikan asing. 
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
Bagian Keenam 
Objek Sewa 
Pasal 6 
(1) Objek Sewa meliputi BMN berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan; dan , 
b. selain tanah dan/ atau bangunan, 
yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 
(2) Objek Sewa BMN berupa tanah dan/ atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat 
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan. 
(3) Objek Sewa BMN berupa tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas ruang 
di bawah/ di atas permukaan tanah. 
(4) Terhadap Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap dapat 
menggunakan tanah un tuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsinya dan/ a tau untuk pemanfaatan BMN lainnya. 
(5) Dalam hal objek Sewa BMN berupa sebagian tanah 
dan/ atau bangunan, luas tanah dan/ atau bangunan 
yang menjadi objek Sewa BMN adalah sebesar luas 
bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. 
BAB II 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 
Bagian Kesatu 
Pengelola Barang 
Pasal 7 
(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki 
kewenangan dan tanggung jawab: 
a. memberikan persetujuan atas usulan dari Pengguna 
Barang yang meliputi: 
1. usulan Sewa; 
2. usulan perpanjangan jangka waktu Sewa; 
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b. memberikan persetujuan atas permohonan Sewa 
dari calon Penyewa untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
c. menetapkan BMN yang akan disewakan; 
d. memberikan persetujuan atas usulan besaran Sewa 
BMN selain tanah dan/ atau bangunan dari 
Pengguna Barang; 
e. menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dalam 
besaran Sewa; 
f. menetapkan besaran Sewa BMN berupa tanah 
dan/ atau bangunan; 
g. menandatangani perjanjian Sewa yang berada dalam 
penguasaannya; 
h. melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan Sewa; 
1. melakukan penatausahaan BMN yang disewakan; 
J. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan 
dokumen pelaksanaan Sewa; 
k. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam 
pelaksanaan Sewa; dan 
1. melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa. 
(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) secara fungsional dilaksanakan oleh 
Direktur J enderal. 
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat 
mendelegasikan se bagian kewenangan dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
pejabat struktural di lingkungan Direktur Jenderal. 
(4) Teknis pelaksanaan fungsional Pengelola Barang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri 
Keuangan. 
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Bagian Kedua 
Pengguna Barang 
Pasal 8 
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang 
memiliki kewenangan dan tanggung jawab: 
a. mengajukan usulan persetujuan Sewa kepada 
Pengelola Barang; 
b. menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa setelah 
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang; 
c. melakukan Sewa setelah mendapat persetujuan 
Pengelola Barang; 
d. menandatangani perjanjian Sewa setelah mendapat 
persetujuan Pengelola Barang; 
e. melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian atas pelaksanaan Sewa; 
f. melakukan penatausahaan BMN yang disewakan; 
g. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan 
dokumen pelaksanaan Sewa; 
h. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul dalam 
pelaksanaan Sewa; dan 
L melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa. 
(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris 
J enderal / Sekretaris Kernen terian / Sekretaris U tama pad a 
Kementerian. 
(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang 
dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan 
Kernen terian /Lem bag a un tuk melaksanakan se bagian 
wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
( 4) Teknis pelaksanaan fungsional Pengguna Barang 
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai 
kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. 
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Bagian Ketiga 
Penyewa/ Calon Penyewa 
Pasal 9 
Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab: 
a. melakukan pembayaran uang Sewa; 
b. melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada, sesuai 
dengan perjanjian dan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang 
disewa selama j angka waktu Sewa; 
d. mengembalikan BMN yang disewa kepada Pengelola 
Barang/ Pengguna 
diperjanjikan; dan 
Barang sesuai kondisi yang 
e. memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan 
lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa. 
BAB III 
SEWA BMN 
Bagian Kesatu 
Jangka Waktu Sewa 
Pasal 10 
(1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang 
dengan persetujuan Pengelola Barang. 
(2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
untuk: 
a. 
b. 
kerja sama penyediaan infrastruktur; 
kegiatan dengan karakteristik usaha 
memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 
tahun; atau 
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
yang 
(lima) 
(3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh: 
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a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang, 
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola 
Barang. 
(4) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pengelola 
Barang berdasarkan hasil kajian dari tim internal 
Pengelola Barang dan/ atau hasil kajian dari Pengguna 
Barang. 
(5) Jangka waktu Sewa dapat dihitung berdasarkan 
periodesitas Sewa. 
Bagian Kedua 
Perjanjian Sewa 
Pasal 11 
(1) Penyewaan BMN dituangkan dalam perJanJian yang 
ditandatangani oleh penyewa dan: 
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang, 
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola 
Barang. 
(2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan; 
d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk 
periodesitas Sewa; 
e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok Jen1s 
kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan 
penyewa; 
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f. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola 
Barang dan keputusan Pengguna Barang. 
(3) Penandatanganan perJanJ1an Sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di kertas bermeterai 
cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Salinan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b disampaikan kepada Pengelola Barang 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
ditandatanganinya perjanjian Sewa. 
(5) Seluruh biaya pembuatan perjanjian Sewa ditanggung 
oleh Penyewa. 
Bagian Ketiga 
Pembayaran Sewa 
Pasal 12 
( 1) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
penandatanganan perjanjian. 
(2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening 
Kas U mum Negara. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan Sewa di luar 
negeri dengan pembayaran uang Sewa yang dilakukan 
pula di luar negeri, pembayaran uang Sewa dilakukan 
secara sekaligus paling lambat 1 (satu) hari sebelum 
penandatanganan perjanjian, dengan cara menyetorkan 
ke rekening kas bendahara penerimaan di luar negeri. 
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( 4) Dikecualikan dari keten tuan se bagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sewa yang 
dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per hari dan per 
jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang 
Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum 
perjanj�an, dengan cara pembayaran secara tunai kepada 
pejabat pengurus BMN atau menyetorkannya ke rekening 
kas bendahara penerimaan di lingkungan Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 
(5) Pembayaran uang Sewa dibuktikan dengan adanya bukti 
setor /kuitansi, sebagai salah satu dokumen pada 
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 
perjanjian Sewa. 
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penyetoran uang Sewa untuk kerja sama 
infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan 
persetujuan Pengelola Barang. 
Bagian Keempat 
Periodesitas Sewa 
Pasal 13 
Periodesitas Sewa dikelompokkan sebagai berikut: 
a. 
b. 
c. 
d. 
per tahun; 
per bulan; 
per hari; 
per Jam. 
Bagian Kelima 
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 
Pasal 14 
(1) Jangka waktu Sewa dapat diperpanjang dengan 
persetujuan dari Pengelola Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanJangan 
jangka waktu Sewa kepada: 
�-
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 15 -
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang. 
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu 
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. untuk periodesitas Sewa per tahun, permohonan 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya jangka waktu Sewa; 
b. untuk periodesitas Sewa per bulan, permohonan 
disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; 
c. untuk periodesitas Sewa per hari atau per Jam, 
permohonan disampaikan sebelum berakhirnya 
j angka waktu Sewa. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi 
persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali. 
(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu 
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana 
pengajuan usulan Sewa baru. 
Pasal 15 
Tata cara pemberian persetujuan, penetapan, dan 
perpanJangan jangka waktu Sewa dilaksanakan dengan 
mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru. 
Bagian Keenam 
Pengakhiran Sewa 
Pasal 16 
( 1) Sewa berakhir dalam hal: 
a. berakhirnya jangka waktu Sewa; 
b. Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam 
rangka pengawasan dan pengendalian; 
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c. ketentuan lain sesuai ketentuan 
Perundang-undangan. 
(2) Perjanjian Sewa berakhir dalam hal: 
a. jangka waktu Sewa berakhir; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian; 
c. ketentuan lain sesuai keten tuan 
Perundang-undangan. 
Pasal 17 
Peraturan 
Peraturan 
(1) Penyewa wajib menyerahkan BMN pada saat berakhirnya 
Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara 
optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. 
(2) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 
(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang dapat melakukan pengecekan BMN yang 
disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara 
Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi BMN 
bersangkutan. 
BAB IV 
BESARAN SEWA 
Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 
Pasal 18 
(1) Besaran Sewa ditetapkan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya ada pada Pengguna Barang, setelah 
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. 
(2) Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang dalam 
keputusan Sewa. 
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(3) Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 
keputusan Sewa. 
Bagian Kedua 
Besaran Sewa 
Pasal 19 
(1 ) Besaran Sewa merupakan hasil perkalian dari: 
a. Tarif pokok Sewa; dan 
b. Faktor penyesuai Sewa. 
(2) Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
digunakan oleh: 
a. Pengelola Barang dalam: 
1 .  menghitung besaran Sewa, untuk BMN berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang berada pada 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan 
2. mengkaji usulan Sewa BMN dari Pengguna 
Barang. 
b. Pengguna Barang dalam menghitung usulan besaran 
Sewa, untuk BMN berupa selain tanah dan/ atau 
bangunan, yang status penggunaannya berada pada 
Pengguna Barang. 
Bagian Ketiga 
Tarif Pokok Sewa 
Pasal 20 
(1 ) Tarif pokok Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan 
merupakan nilai wajar atas Sewa. 
(2) Tarif pokok Sewa BMN selain tanah dan/ atau bangunan 
ditetapkan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, setelah memperoleh persetujuan 
Pengelola Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang. 
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(3) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud 
ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penilai. 
(4) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh tim yang ditetapkan 
oleh Pengguna Barang, dan dapat melibatkan Penilai 
yang ditetapkan Pengguna Barang. 
Bagian Keempat 
Faktor Penyesuai Sewa 
Paragraf 1 
Komponen Faktor Penyesuai Sewa 
Pasal 21 
( 1) Faktor penyesuai Sewa se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 
c. periodesitas Sewa. 
(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung dalam persentase. 
(3) Faktor penyesuai Sewa berupa Jems kegiatan usaha 
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen). 
Paragraf 2 
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 
Pasal 22 
J enis kegiatan usaha penyewa se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegiatan non bisnis; atau 
c. kegiatan sosial. 
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Pasal 23 
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang 
berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. perdagangan; 
b. jasa; atau 
c. industri. 
(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan 
yang menarik imbalan atas barang atau Jasa yang 
diberikan namun tidak semata-mata mencan 
keun tung an, an tara lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut 
biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi 
keuntungan, baik materiil maupun immateril; 
b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas 
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan 
fungsi instansi Pengguna Barang; atau 
d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis. 
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak 
menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan 
dan/ atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut 
biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan; 
b. kegiatan sosial; 
c. kegiatan keagamaan; 
d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunJang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan/ negara; a tau 
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 
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Paragraf 3 
Bentuk Kelembagaan Penyewa 
Pasal 24 
(1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai 
berikut: 
a. Kategori I, meliputi: 
1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi; 
2. Badan U saha Milik Negara; 
3. Badan Usaha Milik Daerah; 
4. badan hukum yang dimiliki Negara; 
5. lembaga pendidikan asing; atau 
6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan 
terbatas berdasarkan hukum Indonesia. 
b. Kategori II, meliputi: 
1. Yayasan; 
2. Koperasi; 
3. lembaga Pendidikan Formal; atau 
4. lembaga Pendidikan Non Formal. 
c. Kategori III, meliputi: 
1. Lembaga Sosial; 
2. Lembaga Sosial Kemanusiaan; 
3. Lembaga Sosial Keagamaan; 
4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan/Negara; atau 
5. lembaga/ organisasi internasional/ asing. 
(2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang 
diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat 
pengajuan permohonan/usulan Sewa. 
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Pasal 25 
(1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga 
pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di 
Indonesia. 
(2) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga 
pendidikan dalam negeri milik Swasta, meliputi: 
a. lembaga pendidikan anak usia dini formal; 
b. lembaga pendidikan dasar; 
c. lembaga pendidikan menengah; atau 
d. lembaga pendidikan tinggi. 
(3) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi: 
a. lembaga kursus; 
b. lembaga pelatihan; 
c. kelompok belajar; 
d. pusat kegiatan belajar masyarakat; 
e. majelis taklim; atau 
f. satuan pendidikan yang sejenis. 
(4) Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Kemanusiaan, clan 
Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, clan 
angka 3, termasuk lembaga internasional clan/ atau asing 
yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, 
clan/ atau keagamaan di Indonesia. 
Pasal 26 
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis 
kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus 
persen). 
�-
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), untuk Koperasi yang dibentuk clan 
beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara 
Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk 
kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai: 
a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi 
pnmer; 
b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk 
Koperasi sekunder. 
(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis 
kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut: 
c. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen); 
d. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); 
e. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen). 
(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok Jen1s 
kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut: 
a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. kategori II sebesar 5% (lima persen); 
c. kategori III sebesar 5% (lima persen). 
(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); 
b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); 
c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); 
d. per Jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh 
persen). 
Pasal 27 
Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri Keuangan. 
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Pasal 28 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, Direktur Jenderal atas 
nama Menteri Keuangan dapat menetapkan besaran faktor 
penyesuai Sewa dalam persentase tertentu untuk 
BUMN / pihak lainnya: 
a. yang mendapat penugasan pemerintah atau yang 
melaksanakan kebijakan pemerintah; atau 
b. industri strategis, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
BAB V 
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA 
Bagian Kesatu 
Sewa Atas BMN Pada Pengelola Barang 
Paragraf 1 
Pengusulan 
Pasal 29 
( 1) Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa kepada 
Pengelola Barang dengan disertai: 
c. data permohonan Sewa, antara lain: 
1. latar belakang permohonan; 
2. jangka waktu penyewaan, 
periodesitas Sewa; 
3. perun tukan Sewa; dan 
termasuk 
4. pernyataan untuk menyewakan kembali objek 
Sewa kepada pihak lain, jika ada. 
d. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa; 
e. data calon penyewa, antara lain: 
1. nama; 
2. alamat; 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4. surat permohonan Sewa dari calon penyewa; 
dan 
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5. bentuk kelembagaan, Jems kegiatan usaha, 
fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha 
atau yang sejenis, untuk calon penyewa yang 
berbentuk badan hukum/badan usaha. 
f. Surat pernyataan/persetujuan, antara lain: 
1. pernyataan/persetujuan dari pemilik/ 
pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau 
kuasa pemilik/ pengurus, dalam hal calon 
penyewa berbentuk badan hukum/badan 
usaha; dan 
2. pernyataan kesediaan dari calon penyewa 
untuk menjaga dan memelihara BMN serta 
mengikuti ketentuan yang berlaku selama 
jangka waktu Sewa. 
(2) Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di atas/ 
di bawah permukaan tanah BMN, maka selain data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga 
data berupa: 
a. gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan 
dibangun; dan 
b. kajian pendukung penyewaan ruang di atas/ 
di bawah lokasi BMN. 
Paragraf 2 
Penelitian dan Penilaian 
Pasal 30 
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan 
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 
(2) Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar atas 
Sewa. 
(3) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada standar 
Penilaian 
undangan. 
dan ketentuan Peraturan Perundang-
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(4) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan 
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan perhitungan besaran Sewa. 
(5) Seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
(6) Dalam hal terdapat permohonan Sewa dari beberapa 
calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola 
Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada 
pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan 
BMN serta permohonan Sewa yang paling 
menguntungkan Negara. 
Paragraf 3 
Persetujuan 
Pasal 31 
Penyewaan BMN oleh Pengelola Barang dilakukan dengan 
pertimbangan: 
a. kemungkinan penyewaan BMN yang berada dalam 
pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan 
Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan BMN 
terse but; 
b. kemungkinan penyewaan BMN berdasarkan permohonan 
pihak lain yang akan menyewa BMN tersebut. 
(1) 
Pasal 32 
Pengelola Barang 
permohonan Sewa 
mempertimbangkan 
memberikan persetujuan atas 
yang diajukan dengan 
hasil penelitian clan kajian 
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1). 
(2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui 
permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan 
kepada pihak yang mengajukan permohonan Sewa 
dengan disertai alasannya. 
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(3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan 
tersebut, Pengelola Barang menerbitkan keputusan Sewa. 
(4) Keputusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. data BMN yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data Sewa, antara lain: 
1. besaran Sewa sesuai dengan kelompok jenis 
kegiatan usaha clan kategori bentuk 
kelembagaan penyewa serta periodesitas Sewa; 
clan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa. 
(5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam keputusan Sewa 
merupakan nilai · hasil perhitungan tarif pokok Sewa 
dikalikan faktor penyesuai. 
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), dalam hal terdapat usulan besaran Sewa 
yang diajukan oleh calon penyewa clan nilai usulan 
tersebut lebih besar dari hasil perhitungan besaran Sewa, 
maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam keputusan 
Sewa adalah se besar usulan be saran Sewa dari cal on 
penyewa. 
Pasal 33 
(1) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Pengelola Barang 
clan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) . bulan sejak keputusan Sewa diterbitkan oleh 
Pengelola Barang. 
(2) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka keputusan Sewa yang 
diberikan oleh Pengelola Barang menjadi tidak berlaku 
lagi. 
(3) Jangka waktu penandatanganan perJanJian Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
Sewa dengan periodesitas per bulan atau per tahun. 
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Bagian Kedua 
Sewa Atas BMN Pada Pengguna Barang 
Paragraf 1 
Pengusulan 
Pasal 34 
Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola 
Barang untuk menyewakan BMN sesuai dengan 
kewenangannya, dengan disertai: 
a. data usulan Sewa; 
b. data BMN yang diusulkan untuk disewakan; 
c. data calon penyewa; clan 
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang. 
Pasal 35 
Data usulan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf a meliputi antara lain: 
a. dasar pertimbangan dilakukan Sewa; 
b. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas 
Sewa; 
c. surat usulan Sewa dari calon penyewa kepada Pengguna 
Barang; clan 
d. usulan besaran Sewa. 
Pasal 36 
(1) Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf b meliputi: 
a. foto atau gambar BMN, berupa: 
1. gambar lokasi dan/ atau site plan tanah 
clan/ atau bangunan yang akan disewakan; 
2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan 
disewakan; dan/ atau 
3. foto BMN selain tanah clan/ atau bangunan 
yang akan disewakan. 
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b. kuantitas BMN, berupa: 
1. luas tanah dan/ atau bangunan keseluruhan 
dan yang akan disewakan; atau 
2. jumlah atau kapasitas BMN selain tanah 
dan/ atau bangunan. 
c. nilai BMN yang akan disewakan, berupa: 
1. nilai tanah dan/ atau bangunan keseluruhan 
dan yang akan disewakan; atau 
2. nilai BMN selain tanah dan/ atau bangunan 
yang akan disewakan. 
d. dokumen terkait BMN yang akan disewakan, berupa 
fotokopi Penetapan Status Penggunaan (PSP). 
(2) Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di atas/ 
di bawah permukaan tanah BMN, maka selain data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disampaikan 
juga data berupa: 
a. gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan 
dibangun; dan 
b. kajian pendukung penyewaan ruang di atas/ 
di bawah lokasi BMN. 
Pasal 37 
(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 huruf c antara lain: 
a. nama; 
b. alamat; 
c. bentuk kelembagaan; 
d. jenis kegiatan usaha; 
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 
f. fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau 
sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan 
usaha. 
(2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna 
Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon 
penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang 
tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf c. 
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Pasal 38 
(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
huruf d, memuat: 
a. pernyataan dari Pengguna Barang bahwa: 
1. BMN yang akan disewakan tidak sedang 
digunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan 
2. penyewaan BMN tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tu gas dan fungsi 
Kernen terian /Lem bag a; 
b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk 
menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti 
ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa. 
(2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna 
Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon 
penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang 
tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
(3) Usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan 
berdasarkan permohonan dari cal on penyewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan 
Pasal 38 ayat (2) hanya diberlakukan bagi pelaksanaan 
Sewa dengan periodesitas Sewa per hari atau per jam. 
Pasal 39 
Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam rangka 
mempersiapkan usulan Sewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34. 
Paragraf 2 
Penelitian dan Penilaian 
Pasal 40 
( 1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan 
penyewaan terkait permohonan dari Pengguna Barang. 
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(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta 
keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 
usulan Sewa. 
(3) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa 
tanah dan/ atau bangunan atau ruang di atas/ di bawah 
permukaan tanah BMN, Pengelola Barang menugaskan 
Penilai untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna 
memperoleh nilai wajar atas Sewa BMN. 
(4) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan 
BMN selain tanah dan/ atau bangunan, Pengelola Barang 
melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan 
oleh Pengguna Barang. 
(5) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar 
Penilaian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(6) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan 
kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan perhitungan be saran Sewa. 
(7) Seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
(1) Pengelola Barang 
Paragraf 3 
Persetujuan 
Pasal 41 
memberikan persetujuan atas 
permohonan Sew a yang diajukan dengan 
mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian 
kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (1). 
(2) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui 
permohonan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan 
kepada Pengguna Barang yang mengajukan usulan Sewa 
dengan disertai alasan. 
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(3) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan 
terse but, Pengelola Barang menerbitkan surat 
persetujuan Sewa. 
(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. data BMN yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data Sewa, antara lain: 
1. besaran Sewa sesuai dengan kelompok jenis 
kegiatan usaha dan kategori bentuk 
kelembagaan penyewa serta periodesitas Sewa; 
dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa. 
(5) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna 
Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka persetujuan 
Sewa tidak perlu disertai data calon penyewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. 
(6) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat 
persetujuan Sewa BMN merupakan hasil perhitungan 
tarif pokok Sewa dikalikan faktor penyesuai. 
(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), sepanjang terdapat nilai/besaran Sewa 
yang diajukan oleh calon penyewa dan/ atau Pengguna 
Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil 
perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat 
persetujuan Sewa untuk BMN berupa tanah dan/ atau 
bangunan adalah sebesar usulan nilai Sewa/besaran 
Sewa dari calon penyewa/ Pengguna Barang. 
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Pasal 42 
(1) Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan 
Sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling 
lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat 
persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang. 
(2) Salinan keputusan pelaksanaan Sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Pengelola 
Barang. 
(3) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna 
Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pengguna Barang 
mengupayakan agar informasi mengenai keputusan 
pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon 
penyewa. 
(4) Dalam hal terdapat permohonan Sewa dari beberapa 
calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, sebagai 
dasar pen en tuan penyewa, Pengguna Barang 
mempertimbangkan aspek pengamanan dan 
pemeliharaan BMN disamping pertimbangan permohonan 
Sewa yang paling mengun tungkan Negara. 
(5) Pengguna Barang dapat menetapkan besaran Sewa lebih 
tinggi dari besaran Sewa yang tercantum dalam surat 
persetujuan Pengelola Barang dalam rangka peningkatan 
penerimaan Negara sepanjang Pengguna Barang memiliki 
keyakinan bahwa peningkatan besaran Sewa tidak 
menghilangkan potensi pemanfaatan BMN. 
(6) Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dituangkan dalam keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) .  
Pasal 43 
(1) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Pengguna Barang 
dan calon penyewa dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan 
Sewa oleh Pengelola Barang. 
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(2) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai · 
dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
climaksucl pacla ayat ( 1),  persetujuan Sewa yang 
cliberikan oleh Pengelola Barang menjacli ticlak berlaku 
lagi. 
(3) Jangka waktu penandatanganan perJanJian Sewa 
sebagaimana climaksucl pada ayat (1 ) berlaku untuk 
Sewa dengan periodesitas per bulan atau per tahun. 
BAB VI 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 
Bagian Kesatu 
Pengamanan 
Pasal 44 
( 1 )  Penyewa wajib melakukan pengamanan atas BMN yang 
disewa. 
(2) Pengamanan sebagaimana climaksucl pada ayat (1 ) 
clitujukan untuk mencegah terjaclinya penurunan fungsi 
barang, penurunan jumlah barang, clan hilangnya barang. 
(3) Penyewa clilarang menggunakan BMN yang clisewakan 
untuk peruntukan selain dari yang telah ditetapkan 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesua1 dengan 
perjanjian Sewa. 
Bagian Keclua 
Pemeliharaan 
Pasal 45 
(1 ) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMN yang 
disewa. 
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1 ) 
clitujukan untuk menjaga konclisi clan memperbaiki 
barang agar selalu dalam keadaan baik clan siap untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
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(3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari 
pemakaian dan pemanfaatan BMN, menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya dari penyewa. 
(4) Perbaikan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada 
saat berakhirnya jangka waktu Sewa. 
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan 
kesepakatan antara Pengelola Barang/ Pengguna Barang 
dengan Penyewa apabila kerusakan atas BMN yang 
disewa diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure). 
Bagian Ketiga 
Perubahan Bentuk 
Pasal 46 
(1) Selama jangka waktu Sewa, penyewa atas persetujuan 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang hanya dapat 
mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi 
dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang 
ditambahkan pada bangunan terse but menjadi BMN. 
(2) Dalam hal pengubahan bentuk BMN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya 
penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut 
disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada · akhir 
Sewa untuk ditetapkan menjadi BMN. 
BAB VII 
PENATAUSAHAAN 
Pasal 47 
( 1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan 
pelaksanaan Sewa BMN berupa tanah dan/ atau 
bangunan yang berada dalam pengelolaannya. 
(2) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan 
penatausahaan pelaksanaan Sewa BMN berupa: 
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a. tanah dan/ atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/ atau bangunan, 
yang status penggunaannya berada pada Pengguna 
Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan 
kewenangannya. 
(3) Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan 
Sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan 
kewenangannya. 
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan 
sebelum perhitungan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya 
surat persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang. 
(5) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
mengungkapkan informasi mengena1 BMN yang 
disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa 
Pengguna sesuai dengan kewenangannya. 
(6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan 
berakhirnya pelaksanaan Sewa kepada Pengelola Barang 
pada akhir jangka waktu Sewa dengan dilampiri Berita 
Acara Serah Terima sesuai dengan kewenangannya. 
(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), laporan mengenai berakhirnya 
pelaksanaan Sewa tidak perlu melampirkan Berita Acara 
Serah Terima sepanjang periodesitas Sewa adalah berupa 
Sewa per hari dan per jam. 
BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Pasal 48 
Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Sewa 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan di bidang pengawasan dan pengendalian BMN. 
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BAB IX 
GANTI RUGI DAN DENDA 
Bagian Kesatu 
Ganti Rugi 
Pasal 49 
(1 ) Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa 
wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang 
yang seJems. 
(2) Penggantian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada 
saat berakhirnya jangka waktu Sewa. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan 
kesepakatan antara Pengguna Barang dengan penyewa 
apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force 
majeure). 
Pasal 50 
(1 ) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dan 
Pasal 49 ayat (1 ) tidak dapat dilakukan, Penyewa 
membayar biaya perbaikan dan/ atau penggantian 
tersebut secara tunai. 
(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) ditetapkan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada 
Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang. 
(3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas 
Umum Negara paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
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Bagian Kedua 
Denda 
Pasal 51 
( 1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat 
teguran dalam hal: 
a. penyewa belum menyerahkan BMN yang disewakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); 
b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum 
selesai dilaksanakan paling lambat sebelum 
berakhirnya jangka waktu Sewa; clan/ atau 
c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat ( 1) belum dilakukan a tau diperkirakan belum 
selesai dilaksanakan paling lambat sebelum 
berakhirnya jangka waktu Sewa . 
. (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/ atau penggantian 
BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak 
diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), penyewa dikenakan sanksi administratif 
berupa surat peringatan. 
(3) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/ atau penggantian 
BMN belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak 
diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif 
berupa denda, dengan ketentuan: 
a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran 
Sewa. yang dihitung secara proporsional dalam 
hitungan harian sesuai keterlamhatan penyerahan 
BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1); 
b. sebesar 2%o (dua permil) per hari dari nilai 
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (4) atau Pasal 50 ayat (1); dan/atau 
c. sebesar 2%o (dua permil) per hari dari nilai 
penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1). 
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(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
huruf c paling banyak: 
a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) atau 
Pasal 50 ayat ( 1); 
b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai 
penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1); 
Pasal 52 
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (3) tidak dilunasi penyewa, maka penyelesaiannya 
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Pasal 53 
( 1) Pengelola Barang/ Pengguna Barang mengenakan denda 
kepada penyewa atas pelanggaran · yang dilakukan selain 
dari keten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 51 
dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan 
perJanJian sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 
(2) Pembayaran dan penyelesaian denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis 
ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52. 
BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 54 
(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri m1 tidak 
diberlakukan terhadap rumah yang disewakan kepada 
pejabat negara/ pegawai negeri, yang pelaksanaannya 
berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai 
rumah negara. 
(2) Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa untuk: 
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a. BMN yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi, mineral dan batubara, dan panas 
bumi; 
b. BMN yang berasal dari aset eks Pertamina 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang 
Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai 
Barang Milik Negara, 
mengacu kepada pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri m1 
sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan tersendiri, dengan tetap menerapkan prms1p 
the highest and best use dalam pengelolaan BMN. 
BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 55 
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. usulan Sewa BMN yang telah diajukan oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan 
belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, 
proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini; 
b. persetujuan Sewa BMN yang telah diterbitkan oleh 
Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
l 74/PMK.06/2013, dinyatakan tetap berlaku dan 
proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ini ; 
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c. pelaksanaan Sewa BMN yang sedang berlangsung 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013, dinyatakan 
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka 
waktu Sewa. 
(2) Pelaksanaan perpanjangan Sewa atas pelaksanaan Sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 56 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
174/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 57 
Petunjuk teknis tata cara pelaksanaan Sewa dan format 
dbkumen pelaksanaan Sewa dapat diatur lebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 
Pasal 58 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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